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ABSTRAK
Nama Penyusun : Putriyanti. H
Nim : 10300112043
Judul :Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Perempuan dalam
Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum
Nasional)
Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui bentuk kekerasan
terhadap perempuan 2) untuk mengetahui pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan
terhadap perempuan 3) perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan.
Dalam menjawab permasalahan di atas, digunakan metode dengan
menggunakan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif
(Hukum Positif) dengan menggunakan penelitian Liblary Research. Adapun sumber
data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan
yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data
sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini
digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi yaitu mengelompokkan
data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian,
reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data yang relevan dengan
pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
Setelah mengadakan pembahasan tentang kekerasan terhadap perempuan
maka diperoleh suatu analisa dari hasil penelitian bahwa upaya pencegahan dan
perlindungan kekerasan menurut hukum Islam dan nasional yaitu dikenakan sanksi
pidana tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas. Oleh karena itu, masyarakat
dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut
bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.
Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu masyarakat untuk turut serta
dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu
sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri dan diperlukan
perlindungan kekerasan dalam hukum Islam yakni melalui hukum pidana Islam dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab –Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim j Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik bawah)
خ Kha kh ka dan ha
 د Dal d De
ذ Żal ż Zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ھ Ha h Ha
xii
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ُۍ fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْﻮ fatḥah dan wau au i dan u
Contoh:
 َﻒَْﯾﻛ  : kaifa
ڶ َْﻮھ : haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:
Harakat
dan Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama
 ی ...  | ا
… fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ﻲ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
 َْﻮ ḍammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh :
 َتﺎَﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞْ ِﻗ : qīla
 ُت ْﻮَُﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
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Contoh:
 ِلَﺎﻔَْطْﻷا ُﺔَﺿْوَر : rauḍah al-atfāl
 َُﺔﻠِﺿَﺎﻔْﻟُاَﺔﻨْﯾِﺪَﻤَْﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.
Contoh:
َﺎﻨﱠﺑَر : rabbanā
َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainā
 ﱡﻖَﺤَْﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu’’ima
 ﱞوُﺪَﻋ :‘aduwwun
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ِْﻰ ), maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
 ﱞِﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) :
 ﱞِﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
xv
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
 َا ُﺲْﻤﱠﺸﻟ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َُﺔﻟَﺰْﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah)
 ُدَِﻼﺒَْﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ : ta’murūna
 ٌءْﻲَﺷ : Syai’un
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
xvi
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦْﯾِد dīnullāh  ِ  ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓ ُْﻢھ Hum fī raḥmatillāh
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10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Nasr al-Farābī
Al-Gazālī
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
xviii
referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = Subhanahu wa Ta’āla
saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijriyah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4
HR = Hadis Riwayat
t.p. = Tanpa penerbit
t.t. = Tanpa tempat
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū
al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling umum di seluruh dunia. Di Indonesia,
setiap hari sebanyak 12 perempuan telah mengalami kekerasan baik secara seksual,
fisik, psikologis, maupun ekonomis. Menurut data Komisi Nasional Perempuan, pada
tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan di ranah personal mencapai 8.626 kasus
dengan 3 kasus terbanyak meliputi kekerasan terhadap istri (5.102 kasus atau 59%),
kekerasan terhadap fisik (1.748 kasus atau 21%), kekerasan terhadap anak perempuan
(843 kasus atau 10%).1 Ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan anak perempuan yang terjadi di Indonesia, di antaranya: 2
1. Perkosaan,
2. Intimidasi seksual,
3. Pelecehan,
4. Pemaksaan kehamilan,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi,
7. Pemaksaan aborsi,
8. Tindakan-tindakan diskriminatif berbasis gender.
1Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
2Adriana Venny, Mengapa Perempuan Menolak “Jurnal Perempuan” (Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan), h. 15.
2Pada kelompok muda, kekerasan dapat terjadi dalam relasi hubungan praktik
perdagangan anak perempuan, sampai dengan bentuk-bentuk tradisi yang
membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Pemerintah, lembaga pendidikan,
dan keluarga memberikan peran penting mereka untuk terlibat dalam penegakan ini.
Tetapi ini tidak cukup. Peran aktif dari kita sebagai masyarakat dalam upaya
mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan amatlah penting.3
“Korban sebelumnya dicekoki miras, lalu diperkosa secara bergantian. Dari
pengakuan tersangka sebelumnya mereka tidak saling kenal. Lalu bertemu di jalan
dan kemudian memanggil ke rumah salah satu tersangka,” ujar Kapolres Sleman
AKBP Yulianto.
Kasus ini melengkapi sejumlah kasus pencabulan dan perkosaan yang dialami
anak perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Setelah kasus YY di Bengkulu,
mencuat kemudian kasus STC di Manado.4 Menurut Nur Hasyim, Direktur Rifka
Annisa, sebuah organisasi pembela hak-hak perempuan di Yogyakarta, angka
kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Di
Rifka Annisa saja tercatat, rata-rata setiap hari ada satu perempuan korban kekerasan
yang mengadu. Dalam enam tahun terakhir, ada lebih dari 1.500 kasus dilaporkan, di
mana 227 merupakan kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan sosial. Jumlah
faktual di masyarakat diyakini jauh lebih tinggi, karena perempuan masih enggan
melaporkan kasus perkosaan atau pelecehan seksual yang dialaminya. Alasan
3Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2015), h. 35.
4Adriani Venny, Mengapa Perempuan Menolak “Jurnal Perempuan” (Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan), h. 15.
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3utamanya adalah karena dalam proses hukum, perempuan akan kembali menjadi
korban untuk kedua kalinya.
“Kasus-kasus kekerasan ini cenderung disimpan atau ditutup oleh korbannya
karena dianggap sebagai aib. Selain terkait persoalan tabu, juga ini adalah persoalan
social system, atau dukungan sosial yang tidak tersedia bagi korban di masyarakat,
karena budaya perkosaan atau rape culture, yang kuat di dalam masyarakat kita, yang
tendensinya adalah menyalahkan korban atau blaming the victim,” ujar Direktur
Rifka Annisa, Nur Hasyim.5
Nur Hasyim mengingatkan, Indonesia perlu memberi perhatian kepada kaum
laki-laki terkait upaya pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perlu
dilakukan pendidikan secara khusus, agar tercipta pemahaman baru, bahwa laki-laki
tidak memiliki hak atas tubuh perempuan. Dalam banyak kasus, kata Nur
Hasyim, rape culture atau budaya perkosaan masih melekat, di mana para pria
meyakini bahwa mereka boleh melecehkan dan bahkan memperkosa perempuan.
Budaya ini juga menjadikan kebanyakan korban perkosaan disalahkan kembali oleh
masyarakat, karena dianggap perempuanlah penyebab terjadinya pelecehan atau
perkosaan.6
Selain itu, Nur Hasyim juga menggarisbawahi pentingnya konseling bagi
perempuan sebagai korban. Indonesia, menurutnya, juga harus segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Desakan yang sama
disampaikan Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga
5Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2008), h. 75.
6Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h.15.
4Berencana Indonesia (PKBI) Frenia Nababan. Kepada VOA dia mengatakan,
Indonesia membutuhkan payung hukum sehingga penanganan kasus kekerasan
seksual dapat lebih terintegrasi. Tidak hanya penanganan kasus hukum kepada
pelakunya, yang lebih penting lagi adalah pendampingan dan perlindungan bagi
korban.7
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan ke pemerintah, ini dulu yang disahkan,
yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga ada perlindungan
korban, keadilan bagi korban, berlakukan batas hukuman minimal bagi pelaku. Jika
pelaku di bawah umur, berikan rehabilitasi supaya dia tidak mengulangi
perbuatannya. Itu sebenarnya yang mau kita putus. Rantai kekerasan seksual itu yang
harus kita putus,” ujar Ketua Advokasi dan Komunikasi PKBI Frenia Nababan”.8
Frenia sendiri berharap wacana yang mengalir tidak berbelok ke arah yang
salah, misalnya menganggap bahwa RUU Minuman Keras menjadi jawaban dari
berbagai kasus pelecehan seksual dan perkosaan ini. DPR dan pemerintah harus
fokus, bahwa sebuah undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual adalah
jawaban yang dibutuhkan. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan, bahwa
kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan luar biasa.9
Dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya kemampuan manusia
dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bukan hanya
7Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2015), h. 75.
8Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
9Buletin Acces Media Publikasi Australian Community Development Civil Society
Strengthening Scheme Tahap II (Australia Indonesia Partnership: Kemitraan Australia Indonesia,
2008), h. 8.
5menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif  yang antara
lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas
maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di
Indonesia korbannya bukan hanya ditunjukkan kepada orang dewasa tetapi anak,
tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.10 Maka
dari itu perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara,
merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang
dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948)
memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap
kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat bahwa
hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak
melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.11
Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan
jaminan atas warga negaranya dan bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan
hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok
lainnya. Karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga
harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus
juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Pada hakikatanya
perempuan tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang
menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan
penghidupan. Perempuan harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya,
mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan
10Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung: PT Refika Aditama,
2014), h. 75.
11 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2015), h. 12.
6penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya, yang
menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Meskipun kemudian diidentifikasi
bahwa bukan hanya kelompok laki-laki saja yang berpotensi melakukan kekerasan
terhadap perempuan, namun juga negara dan masyarakat yang tidak dapat
dikategorikan jenis kelaminnya, namun kekerasan terhadap perempuan tidak dapat
dilepaskan dari pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masayarakat.
Dalam ajaran Islam Rasulullah menandaskan bahwa salah satu ajaran Islam
yang asasi ialah “menghormati wanita”. Para pengikut Rasulullah, karena cinta dan
hormatnya kepada putrinya, Fatimah, memberikan nama “putri surga” sebagai wakil
kaum wanita. Karena perempuan terhormat adalah sesuatu yang dianggap tabu, dalam
Islam dijelaskan dengan aturan yang sangat memperhatikan kemanusiaan perempuan,
seperti darah perempuan. Bagi Islam, darah perempuan menunjukkan karakteristik
sekaligus menjadi daya tarik perempuan. Betapa tinggi martabat perempuan yang
diproklamasikan Islam, memang secara politis, sosiologis, psikologis dan biologis,
perempuan cenderung berada dan diperlakukan di bawah dibanding dengan laki-laki
dalam pelataran kehidupan saat ini.12 Pada dasarnya Islam adalah agama demokrasi
dengan alasan Islam adalah agama hukum yang berlaku bagi setiap individu muslim
tanpa ada perbedaan.13
Berdasarkan nash Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, dosa yang dilakukan
manusia dibagi menjadi dosa kecil dan dosa besar dan tindakan asusila merupakan
dosa besar, sebab jenis inilah yang perlu diperhatikan secara lebih serius oleh kaum
muslimin. Al-Qur’an pada hakikatnya adalah dokumen keagamaan dan etika yang
12 Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Cet I; Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 34
13 Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 66
7bertujuan praktis menciptakan masyarakat yang bermoral baik dan adil, yang terdiri
atas manusia-manusia yang saleh dan religius dengan kesadaran yang peka dan nyata
akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.14
Karena dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus juga akan berubah
menjadi dosa besar. Adapun pengertian dosa besar sendiri menurut sebagian ulama
adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hadd (sanksi hukuman yang telah
diatur oleh syari’at, seperti hukum rajam, cambuk 100 kali, dan hukum qishash), atau
semua jenis dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman neraka jahanam atau
laknat dan murka-Nya. Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut
serta berperan dalam melindungi perempuan, khususnya anak-anak yang masih di
bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.
               …
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...15
Pembakuan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut
menjadi nilai yang dituangkan secara konvensional dalam suatu aturan hukum yang
digunakan di Indonesia. Seperti misalnya yang tampak dalam pasal 285 KUHP
tentang perkosaan, yang mengatur perbuatan perkosaan hanya meliputi perbuatan
14 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung:CV.Pustaka setia, 2007), h.116.
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291.
8laki-laki terhadap perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.16 Jika Seseorang
Memukul Budaknya, maka Dia Harus Memerdekakannya
 ﻮُﻌْﺴَﻣ َﺎﺑَأ ْﻢَﻠْﻋا ًﺎﺗْﻮَﺻ ﻲِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣ ُﺖْﻌِﻤَﺴَﻓ ﻲِﻟ ﺎًﻣَﻼُﻏ ُبِﺮْﺿَأ ُﺖْﻨُﻛ َلﺎَﻗ ﱢيِرﺎَﺼَْﻧْﻷا ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ ٍد
 ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻮُﻫ اَذَِﺈﻓ ﱡﺖَﻔَـﺘْﻟﺎَﻓ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻚْﻨِﻣ َﻚْﻴَﻠَﻋ ُرَﺪْﻗَأ ُﻪﱠَﻠﻟ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ ُﺖْﻠُﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ
 ُرﺎﱠﻨﻟا َﻚْﺘﱠﺴَﻤَﻟ ْوَأ ُرﺎﱠﻨﻟا َﻚْﺘَﺤَﻔَﻠَﻟ ْﻞَﻌْﻔَـﺗ ْﻢَﻟ ْﻮَﻟ ﺎَﻣَأ َلﺎَﻘَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﺟَﻮِﻟ ﱞﺮُﺣ َﻮُﻫ17
Artinya:
Dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, dia berkata, "Saya pernah memukul budak
saya, tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang saya, 'Ketahuilah hai Abu
Mas'ud'. Sungguh Allah lebih berkuasa atas budak itu daripada kamu' Lalu saya
menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu saya berkata kepadanya, 'Ya
Rasulullah! Budak ini sekarang saya merdekakan karena Allah.' Setelah itu
Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau saja kamu tidak memerdekakannya tentu kamu
akan dilalap api neraka.'"
Dari dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap
perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga
negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab
dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya
perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap
perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab
bersama, oleh karean itu, perlu adanya perubahan mendasar terhadap status
perempuan dan sikap-sikap terhadap  perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat.
16Niken savitri, Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Cet: I
;Bandung , PT Rafika Aditama), h. 2.
17Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 134
9Kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan
merupakan bagian kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai contoh
kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang
memprihatinkan, karena setiap harinya kasus kekerasaan dan kesusilaan yang
melibatkan perempuan sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan
diberbagai media massa, baik di majalah, koran, maupun stasiun-stasiun televisi
swasta yang kini marak menyajikan berita-berita seputar dunia kriminal.18
Banyak kasus penyiksaan dan pemerkosaan yang menimpa anak dan
perempuan sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan rumah
(tetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan
perbuatan moral, bahkan terjadi dilingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian
dari kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum dan melanggar norma agama. Di
Indonesia pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan
yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara,
laki-laki maupun perempuan akan mendapat kan perlakuan yang sama. Di samping
itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.19
Jadi segala bentuk diskriminasi tehadap kaum perempuan hendaknya
ditiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-undang nomor 7 tahun 1984
tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Declaration
18Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia”Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h.  34.
19M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10.
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Against Women).20 Disamping itu, semua pihak harus konsisten untuk menerapkan
integritas moralnya. Ketika ada salah satu pihak yang melanggar aturan moral yang
telah disepakati, hendaklah diambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Hanya
dengan demikian sajalah tindak kekerasan bisa ditekan dan dikikis dari tengah
masyarakat.
Sescara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP), dibawah bab tentang kajahatan terhadap
kesusilaan. Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan bukan istri dalam pasal 285
KUHP, perempuan di bawah umur pasal 287 KUHP dan pemerkosaan terhadap istri
di bawah umur pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual pasal 294
KUHP, perdagangan perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri pasal 356
KUHP. 21
Berdasarkan rekomendasi umum No. 19 tentang kekersan terhadap
perempuan sidang ke-11 tahun 1992 komite PBB tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan pada point ke7 yang mengatakan bahwa kekerasan
berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh
perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum
internasional atau berdasarkan konvensi HAM.
Hak-hak dan kebebasan itu termasuk :
1. Hak untuk hidup
20Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis,
(Cet: 1 ; Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 50.
21Moerti hadiati soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis,
(Cet: 1 ;Sinar Grafika, 2010), h. 50.
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2. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau
hukuman yang menurunkan martabat atau tidak berperikemanusiaan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma
kemanusiaan;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
5. Hak atas perasaan perlindungan berdasarkan hukum;22
Asas legalitas dan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam hukum
pidana dikenal sebagai pedang bermata dua, di satu pihak ia bertujuan  melindungi
setiap individu dari segala jenis kejahatan yang melukai kepentingan hukumnya, baik
yang berkaitan dengan tubuh, nyawa maupun harta benda.
Di lain pihak, hukum pidana dalam melakukan perlindungan atas individu
tersebut, ternyata juga harus memberikan individu, atas nyawa (berupa pemberian
sanksi hukuman mati) dan harta benda (berupa pemberian hukuman denda). Hal ini
membuat hukum pidana sebagai hukum yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi
manusia, karena hukum pidana dalam penegakannya akan mengambil hak-hak paling
mendasar dari individu yang diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atas aturan-
aturannya.23
Menghimbau kepada para hakim untuk memberikan pertimbangan khusus
bagi perempuan yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari tindak kekerasan,
dengan didirikannya sebanyak mungkin lembaga bantuan hukum yang dapat
membantu secara hukum pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual
22Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian  Wanita dan Jender Universitas
Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia Hak Asasi Perempuan. (Jakarta, 2007), h. 49.
23Niken Savitri, Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Cet: I
;Bandung, PT Rafika Aditama), h.71.
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dan mendirikan rafuge house bagi perempuan atau bayi yang menjadi korban atau
lahir karena kekerasan seksual.24
Dari uraian di atas maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan
akan menuangkan dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum tentang
Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok
permasalahan yaitu Bagaimanakah tinjauan hukum tentang perlindungan perempuan
dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (studi komparatif antara
hukum Islam dan hukum Nasional). Berdasarkan pokok masalah tersebut,
dirumuskan  sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
menurut hukum pidana Islam dan hukum Nasional?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan menurut
hukum pidana Islam dan hukum Nasional?
3. Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
dalam hukum pidana Islam dan hukum Nasional ?
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian
24Loekman Soetrisno, Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan (Cet: 5;Yogyakarta:
Kanisisus), h.122.
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variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-
haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang
ditunjuk untuk mencapai kesetaraan gender.25
b. Kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau
binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar,
kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi
milik seseorang.26
c. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.27
Menurut penyusun dalam hal ini hukum Islam diperuntuhkan kepada semua
ummat yang beragama Islam sebagai batasan-batasan ataupun petunjuk dalam
bertingkah laku menjalani kehidupannya serta sebagai bentuk ketaatan
terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
d. Hukum Nasional adalah hukum yang berdasarkan dalam perundang-undangan
pemerintah yang disepekati dan diakui bersama dalam mengatur pelanggaran
dan kejahatan misalnya KUHP dan KUHAP.
25Afrizal, “Perlindungan perempuan” situs resmi http://www slideshare. Net. Mobile-friendly
(14 April 2013)
26Gadis Arivia, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan “Mengapa Perempuan
Menolak” (Cet. I; Jakarta: Aliansi Mawar Putih, 2006), h. 15.
27Mardani, Hukum Islam (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.
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Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan
hukum terhadap perempuan adalah memberikan rasa aman berupa serangan atau
penyalahgunaan fisik yang ditetapkan dasar hukumnya berdasarkan al-Qur’an dan
hadis serta melalui perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan
dasar, antara lain:
1. Musdah Mulia, dalam bukunya Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan
Implementasi, buku ini membahas Hak perempuan mempunyai dampak
positif bagi politik luar negeri Indonesia. Namun demikian tetap harus
diidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa
Indonesia, termasuk merencanakan implementasinya dengan sungguh-
sungguh dan terprogram.28 Dalam  buku  ini sudah ada gambaran
mengenai pelaksanaan Hak perempuan di Indonesia dalam melindungi
perempuan dari tindak kejahatan tetapi belum dibahas secara spesifik.
2. Niken Savitri, dalam bukunya HAM Perempuan kritik teori hukum
feminis terhadap KUHP, dalam buku ini membahas mengenai  tindak
pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana ditemukan
pengaturannya d alam KUHP yang berlaku, yang sudah jelas berasal dari
jaman Hindia Belanda, dan karena itu pula jelas produk pemikiran hukum
28Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasinya, h. 236.
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yang didominasi perspektif patriarki.29 Namun didalam buku ini tidak
menjelaskan bentuk kekerasan yang terjadi saat ini sehingga tidak ada
perbandingan yang bisa di lakukan.
3. Moerti Hadiati Soeroso, dalam bukunya yang berjudul,  kekerasan dalam
rumah tangga, dalam perspektif yiridis-viktimologis, dalam buku ini
membahas mengenai eksistensi perempuan sebagai warga negara
penyandang hak ialah hak yang asasi, yang akan dijamin oleh konstitusi
maupun oleh Undang-Undang digunakan untuk melindungi dan
menanggulangi atau menangani kasus-kasus KDRT.30 Sebagai warga
negara penyandang hak, apabila kekerasan terjadi terhadapnya,
perempuan-perempuan yang berstatus sebagai istri dinyatakan sebagai
korban pelanggaran hak, nota benenya bukan hak sembarang hak
melainkan hak yang asasi, yang pengingkaran terhadapnya harus
memperoleh perhatian yang serius oleh para pengemban kekuasaan
negara. Namun di dalam buku ini tidak terlalu rinci dalam menjelaskan
klasifikasi kekerasan di dalam rumah tangga.
4. Moh Roqib dalam bukunya “Pendidikan Perempuan”. Dalam buku ini
membahas tentang peningkatan martabat dan kehormatan perempuan
harus dilakukan pemberdayaan lewat pendidikan yang cukup (setara
dengan laki-laki), adil dan demokratis sehingga perempuan mampu
menentukan jati diri, pilihan, aspirasi, cita-cita serta mampu berpartisipasi
29Niken Savitri, Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP (Bandung:
PT Rafika Aditama, 2008), h. 45.
30Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), h. 15.
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aktif dalam wilayah, baik domestik maupun publik yang tidak
tersubordinasi oleh laki-laki karena perempuan memiliki kualitas tinggi
yang seimbang dengan laki-laki.31
Namun dalam buku ini hanya menjelaskan secara umum bentuk
perlindungan hukum bagi perempuan dalam kesetaraan gender. Maka dari
itu penyusun menjadikan buku ini sebagai rujukan dalam memahami
tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
5. Loekman Soetrisno dalam bukunya kemiskinan, perempuan, dan
pemberdayaan, yang membahas tentang perempuan harus mengemban
peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah di luar
rumah, meskipun demikian profil perempuan hingga kini masih di bawah
dominasi laki-laki. Pembagian kerja, pemberian upah, dan perlakuan yang
tidak adil sering menimpa mereka karena mereka berjenis kelamin
perempuan.32 Namun dalam buku ini hanya menjelaskan dan menjabarkan
kekerasan dalam perspektif secara umum. Maka dari itu peneliti
menjadikan buku ini sebagai bahan acuan dalam memahami perlindungan
hukum dalam perspektif hukum nasional khususnya Hukum Pidana
Nasional.
6. Noer Huda Noor dalam bukunya analisis kritis terhadap ayat-ayat gender
dalam al-Qur’an. buku ini membahas tentang penafsiran terhadap ayat
gender kemudian dijadikan dasar legitimasi bagi tindakan-tindakan
31Muh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 15.
32Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan, (Yogyakarta: Kanisisus,
2009), h. 73.
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diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam seluruh ruang
kehidupannya, baik pada domain publik maupun dalam kehidupan
keluarga.33 Namun dalam buku ini tidak membahas  mengenai solusi-
solusi terhadap pendiskriminasian hak-hak perempuan.
7. Abdussalam, dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak, buku ini
membahas anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam
bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak
lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak
tersebut. Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan
kejahatan kemanusiaan (crimes againsts humanity) dan pelanggaran berat
hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan
ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional
penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua
pihak  dengan potensi yang dimilikinya.34 Buku  ini sudah
menggambarkan mengenai penghapusan eksploitasi seksual anak  tetapi
belum dibahas secara rinci.
8. Maidin Gultom, dalam bukunya perlindungan hukum terhadap anak dan
perempuan, buku ini membahas perlindungan anak merupakan segala
kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi dan
memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi
dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh
33Noer Huda Noor, Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-qur’an. (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 75.
34Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 125.
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kembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.35 Buku  ini
sudah mengganbarkan mengenai perlindungan anak tetapi belum dibahas
secara rinci mengenai perangkat peraturan apa yang harus digunakan
dalam menegakkan perlindungan anak dari tindakan kejahatan.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan.
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis
teoritis mengenai suatu cara atau metode.36 Penelitian merupakan suatu penyelidikan
yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang
memerlukan jawaban.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kepustakaan dengan istilah Library Research yang menggambarkan secara
sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan
yuridis normatif yang meninjau dan menganalisa tindak pidana kekerasan terhadap
perempuan (Hukum Nasional). Pendekatan lain yang digunakan yaitu teologi
normatif (Hukum Islam) yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan
hukum Islam yaitu mengkaji perlindungan hukum dan sanksinya dalam hukum
35Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT.
Refika  Aditama,  2012),  h. 70.
36Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 109.
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pidana Islam serta memberikan tinjauan kepada tindak pidana kekerasan terhadap
perempuan dalam hukum pidana Nasional.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.
1. Data Primer : Tindak Pidana Kekerasan sebagai bahan atau data primer dalam
penulisan karya tulis ilmiah ini.
2. Data Sekunder : dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari data pustaka khususnya yang membahas tentang
kekerasan dalam hukum pidana melalui studi pustaka dari buku-buku atau
literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Pada dasarnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan
yang tidak dipublikasikan.
Dalam pengumpulan dari sumber bacaan menggunakan  metode kutipan tidak
langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan tidak menurut sama persis yang ada
di buku melainkan menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam
kata-kata dan bahasa sendiri.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan,
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dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai
berikut.
1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar
dalam membahas suatu masalah.
3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif,
analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur
bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
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1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua)
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Tujuan umum yaitu:
Untuk mengetahui tinjauan hukum tentang perlindungan perempuan
dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (studi komparatif
antara hukum Islam dan hukum nasional)
b) Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
2. Untuk mengetahui pencegahan kekerasan terhadap perempuan menurut
hukum Islam dan hukum nasional?
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum tindak pidana kekerasan terhadap
perempuan dalam hukum Islam dan hukum nasional.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam
hukum pidana Nasional. Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian ini
memberi manfaat dalam menumbuhkan generasi muda akan pentingnya
menganalisis tindak pidana kekerasan dalam hukum pidana Nasional ditinjau
dalam perspektif hukum Islam. Dengan mengetahui konsekuensi dari tindak
pidana kekerasan diharapkan para pembaca menyadari bahwa tindak pidana
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kekerasan tidak hanya ada dalam hukum pidana Nasional tetapi juga ada
dalam hukum pidana Islam.
b)   Kegunaan praktis
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di
pergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan dan penyusunan undang-
undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana
kekerasan terhadap perempuan dalam hukum pidana dan hukum Islam.
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana
Nasional dan hukum  pidana Islam.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
A. Pengertian kekerasan
Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna
“derita”, baik dikaji dari perspektif psikologis maupun hukum, bahwa di dalamnya
terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan
penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).1 Dari pandangan demikian,
tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia
yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu
juga menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini
rentang terhadap kekerasan.
Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang
kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan tahun 1992 oleh Komisi Status
Perempuan PBB, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa:2
“Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas
dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian
atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk
ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat”.3
Bahkan secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat di dalam
konvensi tentang penyiksaan dan perilaku kejam,:4
1Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan, (Yogyakarta: Kanisisus,
2009), h. 73.
2Muh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 75.
3Muh. Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 75.
4Niken Savitri, Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP (Bandung: PT
Rafika Aditama, 2008), h. 73.
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Demikian juga di dalam laporan Wolrd Conference (1995) di Beijing, pada
butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan
berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau
penderitaan fisik, seksual atau psikoloogis terhadap perempuan, termasuk ancaman
untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”.
Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini
dimaksudkan agar tidak timbul “multi-intepretasi” yang pada gilirannya dapat
menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.
KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan
membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini
membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari
kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula : 5
a. Fisik
b. Seksual
c. Psikologis
d. Politis; dan
e. Ekonomi.
Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku kekerasasn yang
korbannya adalah perempuan dan anak, seperti :6
5Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), h. 75.
6Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 45.
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a. Pornografi (Pasal 282 dst),
b. Perkosaan (Pasal 285 dst);
c. Perbuatan cabul (Pasal 290 dst);
d. Perdagangan wanita (Pasal 297);
e. Penculikan (Pasal 328);
f. Penganiayaan (Pasal 351 dst);
g. Pembunuhan (Pasal 338) dan;
h. Perampokan (Pasal 363).
Perilaku kekerasan di atas sebahagian besar merupakan kekerasan fisik,
kecuali pornografi, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana
penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya
sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara
eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal
297 KUHP tentang perdagangan perempuan.7
Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perilaku
kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas juga memiliki pengertian yang sama
dengan anak, karena pengertian tersebut bersifat multidimensi, mulai dari yang
bersifat struktural dan sistematik hingga kekerasan karena perang, perselisihan
komunal, perpecahan keluarga dan kekerasan interpersonal. Tindak kekerasan mana
secara hakiki berakar pada apa yang dinamakan penyalahgunaan, penelantaraan dan
eksploitasi anak, di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas
hukum, keluarga atau perorangan.
7Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.
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Kekerasan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya,
tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.8 kekerasan selain jiwa bisa sengaja,
semi sengaja, dan kesalahan. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-
sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan
meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana disebutkan bahwa:9
“Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang ” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang
memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana
kekerasan.
Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga
dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada
pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal
170 ayat (2) KUHP lebih menegaskan lagi bahwa:10
“Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun,
kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukanya itu
menyebabkan orang mendapat luka”.
8Gadis Arivia, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan “Mengapa Perempuan
Menolak” (Cet. I; Jakarta: Aliansi Mawar Putih, 2006), h. 15.
9Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta:  Cet; III PT Bumi Aksara, 2014),
h. 87
10Lihat Pasal 170 Ayat (2) KUHP
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Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur
menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya,
Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP
mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.11
Main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat
Indonesia akhir-akhir ini. Di pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap
diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi
massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang
melakukan pengeroyokan. Sedihnya lagi, aparat keamanan sering tidak dapat
melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat.
Alasannya, jika bukan karena kurang personel, juga karena terlambat datang ke
tempat kejadian. Terlepas dari apakah korban tersebut dihakimi massa karena dia
melakukan suatu tindak pidana, menurut pendapat peneliti pada prinsipnya
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), pelaku
main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana. Tindak pidana kekerasan terhadap
perempuan diancam pula sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
yang disebutkan bahwa :12
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini
mengingat si korban kehilangan nyawa akibat pengeroyokan tersebut, dalam Pasal
351 ayat (3) KUHP diatur bahwa:13
11Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 45.
12Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
13Lihat Pasal 351 Ayat (3) KUHP
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“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.” Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur
lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas
disebutkan bahwa pelaku pengeroyokan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal
7 (tujuh) tahun.14 Namun perlu pula diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan
yang dilakukan oleh orang banyak (main hakim sendiri) sering kali menemui
kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang.
Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi
karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku
yang paling bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal tersebut seyognya tidak
menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.15
B. Kekerasan terhadap Perempuan
1. Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan
Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa
Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang pelu mendapat
perhatian. Di mana-mana kini berjatuhan korban tindak kekerasan yang umumnya
kalangan perempuan dan anak-anak.16
Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan
hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-
14Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.
15Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
16Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 40.
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jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah
terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai
harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai
korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah
mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik
dewasa (pengorban depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi
berjenis kelamin perempuan).17
Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah
dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti, baik dengan hukuman terhadap badannya
maupun dengan dipermalukan, bentuk kekerasan dalam hukum Islam yakni tindak
pidana kekerasan dalam konteks perzinahan yang di lakukan antara laki-laki dan
perempuan di luar hubungan nikah, baik secara suka sama suka, tidak di paksa atau
terpaksa dan yang melakukan adalah seorang mukallaf, sebagaimana dalam firman
Allah QS al- Nisa /4: 15-16.
                       
                   
                         
      
Terjamahnya:
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila
17Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia”Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h.  34.
30
mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan
lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.18
 َبِﺮُﻛ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َلِﺰُْﻧأ اَذِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ﱡﻲَِﺒﻧ َنﺎَﻛ َلَﺎﻗ ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا ِﻦْﺑ َةَدﺎَﺒُﻋ ْﻦَﻋ ُﻪَﻟ َﺪﱠﺑَﺮَـﺗَو َﻚِﻟَﺬِﻟ
ا َﻞَﻌَﺟ ْﺪَﻘَـﻓ ﻲﱢﻨَﻋ اوُﺬُﺧ َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ َيﱢﺮُﺳ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ َﻚِﻟَﺬَﻛ َﻲِﻘُﻠَـﻓ ٍمْﻮَـﻳ َتاَذ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َلِﺰُْﻧَﺄﻓ َلَﺎﻗ ُﻪُﻬْﺟَو ﱠﻦُﻬَﻟ ُﻪﱠﻠﻟ
 َر ﱠُﻢﺛ ٍَﺔﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ُﺐﱢﻴـﱠﺜﻟا ِﺮْﻜِﺒْﻟِﺎﺑ ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو ِﺐﱢﻴـﱠﺜﻟِﺎﺑ ُﺐﱢﻴـﱠﺜﻟا ًﻼﻴِﺒَﺳ ُﻲْﻔَـﻧ ﱠُﻢﺛ ٍَﺔﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ُﺮْﻜِﺒْﻟاَو َِةرﺎَﺠِﺤْﻟِﺎﺑ ٌﻢْﺟ
 ٍﺔَﻨَﺳ19
Artinya:
Dari Ubadah bin Shamit RA, dia berkata, "Setiap kali turun wahyu kepada
Rasulullah SAW, maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah
menjadi pucat. Pada suatu ketika wahyu turun kepadanya, dan beliau terlihat
sangat susah. Setelah tenang kembali, beliaupun bersabda, 'lkutilah semua
ajaranku Allah telah menentukan hukum bagi kaum wanita! Hukuman
seorang perempuan yang bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan
yang bersuami dan hukuman seorang perawan juga sesuai statusnya sebagai
perawan. Hukuman bagi perempuan yang bersuami adalah didera seratus kali
dan setelah itu dirajam atau dilempari dengan batu. Sedangkan hukuman bagi
seorang perawan adalah didera seratus kali serta dikeluarkan dari daerahnya
selama satu tahun."''
18 Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h. 81.
19 Syaik Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook, 2009), h. 115.
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Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam
hukuman zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang
ditetapkan dalam firman Allah QS al-Isra’ /17: 32.
            
Terjema hnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”20
Larangan zina menurut ayat di atas merupakan larangan melakukan zina atas
dasar mafhum aulawy. Redaksi yang pada ayat tersebut adalah laa taqrabuu . ari
harafiyahnya adalah mendekati. Atas dasar itu makna yang terkandung dari ayat
tersebut adalah larangan mendekati zina. Hal ini, berarti larangan melakukan
perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina. Mafhum
aulawy berarti berbuat zina lebih dilarang 21dan yang utama dalam konsep
pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku
pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang
mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhalwat (menyepi berduaan),
memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun
kencang dengan pasangan selingkuhannya. Larangan zina bermuara pada upaya
menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang
membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah
keluarga dengan silsila yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang
20 Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h.286
21 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 48.
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terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam
membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan
secara legal dan bermartabat.22
Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-
unsur yaitu:
a. Adanya persetubuahan (sexual Intercourse) antara dua orang yang berbeda
jenis kelaminnya (heterosex), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan
(syubhat) dalam perbuatan seks (sex act).
b. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur
pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan,
misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina,
yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin
atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta’zir
yang bersifat edukatif.23
kriteria tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak
memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu
jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan
diajukan ke peradilan pidana.24 Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik
secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang
dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya
22 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
23Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 35
24M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10
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dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarrakat mengenai kedudukan
perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang
menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang
utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin
akan mencoreng harga sendiri, terlepas dari ada tidaknya konstribusi perempuan
terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.
Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media
massa juga terkadang juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa
yang disebut dengan “selctive inattention”, yakni memilih berita tertentu untuk
dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Ekspose semacam ini setidaknya
melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya
difokuskan pada : 25
a. tindak kekerasan seksual
b. tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat; dan
c. tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.
Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban
akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun
sebenarnya tidak demikian.26 Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban
perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin
ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan
menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya.
25Abd Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana (Jakarta:
Rabbani Press, 2012), h. 42.
26Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan
Pustaka, 2010), h. 246.
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Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban
dikalangan perempuan seperti:27
a. serangan seksual;
b. kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi
maupun karena rasa marah yang tidak terkendali;
c. pornografi;
d. tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering
terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa
tindak kekerasan lainnya.
Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di
mana posisi anak sering dianggap sebagai derivat dari orang tua yang sering
membuatnya tidak berdaya. contohnya, perilaku incest yang mengakibatkan sang
anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan insestuos dengan
ayah kandungnya sendiri. Di samping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan
dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak oleh orang
tuanya.28 Yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya adalah, apakah tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan imbas dari kekacauan
norma (anomie) yang kini telah dialami oleh berbagai komunitas di Indonesia. Ini
butuh penelitian yang akurat untuk menjawabnyaa secara akademik.
Salah bentuk kekerasan terhadap perempuan yakni suatu adanya bentuk
kriminalisasi kumpul kebo. Kumpul kebo sebagai suatu perbuatan pidana yang
27Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
28 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya, Kamus Hukum Lengkap (Cet. I;
Jakarta: Media Pustaka, 2012), h. 23.
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diancam dengan ancaman pidana di dalam Konsep (RUU) KUHP. Kumpul kebo
dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, yang sebelumnya belum dikenal dalam
Wetboek van Strafrecht (WvS) buatan kolonial yang dikodifikasikan ke dalam
KUHP.29
Kata “Kesusilaan”dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Balai Pustaka 1989,
dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:30
1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib ;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban ;
3. pengetahuan tentang adat.
Kata “Susila” dalam bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent.31 Kata-kata
tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril,
kesopanan, sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan
dengan kepatutan.32 Baik moral etika ataupun hukum pada hakikatnya merupakan
persepsi nilai dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik atau
tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku). Makna dari
“Kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam
perundang–undangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana maka artinya
29Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT.
Refika Aditama,  2012),  h. 70.
30Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya, Kamus Hukum Lengkap (Cet. I;
Jakarta: Media Pustaka, 2012), h. 23.
31Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 187.
32 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya, Kamus Hukum Lengkap (Cet. I;
Jakarta: Media Pustaka, 2012), h. 23.
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menjadi bertentangan dengan moral, maupun etika atau dapat disebut sebagai
perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual).33
C. Bentuk -Bentuk Kekerasan
Budaya kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau
perkelahian massal.34 Telah banyak analisis yang banyak dikemukakan para ahli
dalam upaya mencari tahu latar belakang suasana yang membuat bangsa ini harus
mengekspresikan kemarahan dan keputusasannya dengan kekerasan. Berbagai data
dan fakta dikemukakan untuk menjelaskan mengapa orang-orang di negeri ini.
Bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat:35
1. Perdagangan perempuan (Trafficking)
2. Pelecehan seksual di tempat kerja / umum
3. Pelanggaran hak-hak repdoduksi.
4. Perkosaan, pencabulan.
5. Kebijakan / Perda yang diskriminatif / represif.
6. Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan
masyarakat.
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga:36
1. Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT)
33Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 187.
34Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 15.
35M. Ghufran, Ironi Pembangunan Beberapa Kritik dan Refleksi (Jakarta: PT Perca, 2007), h.
39.
36M. Ghufran, Ironi Pembangunan Beberapa Kritik dan, h. 40.
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2. Pelanggaran hak-hak reproduksi.
3. Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT)
4. Inses (KDRT)
5. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT)
6. Ingkar janji / kekerasan dalam pacaran.
7. Pemaksaan aborsi oleh pasangan.
8. Kejahatan perkawinan (poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT).
Tindak kekerasan fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai,
menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku
(tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami
perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara
kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan
menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran.
Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai
meninggat dunia.37
Tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan
citra seorang perempuan, baik metalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan
menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi
perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa. percaya diri,
hilangnya kernampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang.
37Abdul  Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial
(Perspektif Hukum Nasioanal dan Internasional) (Makassar: Alauddin University Press), h. 29.
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Tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk
berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut
pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksuat yang
disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk
kekerasan fisik maupun psikotogis. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk
perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak
diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana
saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, dikampus/ sekolah, di pesta, tempat rapat,
dan tempat urnum lainnya.38
Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.Tindak
kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi
nafkah secara rutin atau dalarn jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau metarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah
kendati orang tersebut. Penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan. Ada
beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dipandang dari berbagai aspek yaitu
terkait dengan struktur sosial.39
Budaya, politik, ekonomi, hukum dan agama yaitu pada sistem masyarakat
yang menganut patriarki, dimana garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan
pada kedudukan yang tebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih
berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk
diskriminasi, seperti: sering tidak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang
38Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2015), h. 65.
39Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
39
bersekolah, direnggut hak untuk kerja di luar rumah, dipaksa kawin muda, kelemahan
aturan hukum yang ada yang seringkali merugikan perempuan.40
Terkait dengan nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran
dan nilai laki-laki dan perempuan, seperti adanya perjodohan paksa, poligami,
perceraian sewenang-wenang.41
Terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisotasi,
kondisi konflik dan perang. Dalam situasi semacam ini sering terjadi perempuan
sebagai korban, misaInya dalam lokasi pengungsian rentan kekerasan seksual,
perkosaan. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran.
Sebagai imptikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus
pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan.42
Kekerasan terhadap perempuan adalah Segala bentuk kekerasan berbasis
jender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan
secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan
umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB tentang anti
kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983).
Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau
hubungan yang tidak seimbangn antara perempaun dan laki- laki hal ini disebut
40Armaidi Tanjung, Free Sex No, Nikah Yes! (Jakarta: Amzah, 2007), h. 3.
41Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Institusional Anak (Perspektif
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam), h. 137.
42Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2016), h. 5.
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ketimpangan atau ketidakadilan jender.43 Ketimpangan gender adalah perbedaan
peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan
dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini
seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak
untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.
Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan maupun
eksploitasi seksual termasuk yang merupakan hasil dari olahan dan prasangka /
anggapan budaya adalah pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan
oleh kerenanya harus di hapuskan.44 Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada
5 jenis ketidakadilan terhadap perempuan antara lain :45
1. Marginalisasi (Peminggiran)
Terjadinya apabila perempuan tidak punya akses terhadap dan kontrol di
dalam mendapatkan atau memutuskan sesuatu. Sub Ordinasi (Penomor duaan)
Persepsi masyarakat terhadap posisi laki –laki lebih tinggi atau diatas dan perempuan
di bawah, ini berengaruh dalam semua bidang kehidupan. Persepsi adat bahwa sejak
lahir laki-laki dianggap raja dan harus di hormati, oleh sebab itu lekaki dalam
43Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
44Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, h. 149-150.
45Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2016), h. 5.
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persepsi batak mempunyai hak dan kuasa yang lebih tinggi dari perempuan itu
sebabnya wajar bila untuk mencapai kehendaknya, laki-laki melakukan kekerasan
terhadap perempuan. Adanya pandangan yang sangat kuat terhadap citra diri
perempuan bahwa perempuan itu lmah psikis, lemah, penurut .Beban Ganda
Perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak,
mencari nafkah untuk anak.46
Kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, antara lain :47
1. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa
atau menganiaya orang lain, kekerasan mencakup: menampar, memukul,
menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan
senjata.
2. Tindak kekerasan Seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan
dan penuntutan hubungan seksual.
3. Tindakan kekerasasn ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah
istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.
4. Tindak kekerasan psikologis (jiwa) adalah Tindak kekerasan bertujuan
mengganggu atau menekan emosi korban, merendahkan citra atau
kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui
perbuatan yang tidak disukai.
Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat,
menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala
46Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Institusional Anak (Perspektif
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam), h. 137.
47 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2015), h. 23-24.
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hal termasuk keuangan. Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan
tertekan atau bahkan takut. Kekerasan termasuk penghinaan, komentar-komentar
yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya,
mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya.48
D. Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap
isteri, antara lain:49
1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan
bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup
karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik
istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi
persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang
sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.
48 Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000), h. 243-245
49Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 125.
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Maka dari itu menurut peneliti diperlukan suatu upaya dengan melakukan
pembinaan dan penyuluhan di beberapa daerah yang strategis kekerasan agar
masyarakat mengetahui bahwa kekerasan tersebut bertentangan dengan undang-
undang.
E. Dampak kekerasan terhadap perempuan
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif
maupun positif). Kekerasan terhadap isteri, apapun bentuknya akan mengakibatkan
korban mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka
pendek, berakibat pada fisik korban seperti luka-luka, memar pada bagian tubuh
tertentu, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi. Dampak yang dimaksud adalah
sebagai berikut :50
1. Dampak fisik dan seksual serta tindakan kekerasan bisa berupa seranagn ke
tubuh korban termasuk alat kelamin, akibatnya adalah memar ringan, luka
parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan membawa kematian.51
Benturan berakibat memar luar /dalam, patah tulang maupun cacat
fisik secara permanen.52
a. Gangguan pada sistem saraf pusat,
b. Gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan
50Mulia musda, Islam Hak Asasi Manusia konsep dan implementasi,(Yogyakarta: Naufan
Pustaka, 2010), h. 233.
51Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 103.
52Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University
Press, 2011), h. 86.
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c. Penyakit menular seksual termasuk hiv-aids
d. Respon fisik yang menyertai pnyerangan seksual
e. Kehilangan nafsu makan
f. Gangguan tidur (insomnia, mimpi buruk, sulit tidur)
g. Gangguan kecemasan
1. Dampak Sosial yang dialami korban kekerasan oleh pasangan
intimnya adalah dibatasi atau dilarang untuk memperoleh pelayanan
sosial, ketegangan hubungan sosial dengan pihak kesehatan maupun
dengan pekerjaannya dan dibatasi dalam mengakses jaringan sosial
lainnya.
2. Dampak ekonomi. Biaya yang dikeluarkan oleh korban kekerasan
rumah tangga lebih besar dari biaya kesehatan lainnya, karena selain
biaya pengobatan secara medis akibat dampak fisik yang dialami,
korban juga harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk
memulihkan kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan
psikologis yang muncul. Di samping itu korban juga mengalami
kerugian kehilangan pekerjaannya karena kekerasan yang dialami.
3. Dampak psikologis. berupa trauma yang dialami sebagian besar
korban. Bentuk trauma berbeda antara satu korban dengan korban
lainnya. Trauma ini tergantung dari usia korban serta bentuk
kekerasan yang dialami korban. Trauma dapat berupa ketakutan
bertemu dengan orang lain, mimpi buruk atau ketakutan saat sendiri.
4. Gangguan emosional, gangguan tidur atau makan, mimpi buruk,
ingat kembali kejadian lampau ketidakpercayaan terhadap laki-laki.
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5. Ketakutan pada hubungan intim
6. Perasaan sangat marah
7. perasaan bersalah
8. Malu dan terhina.
Dampak lebih lanjutan perilaku anti sosial, perasaan tidak berdaya, perilaku
bunuh diri, harga diri rendah, kecemasan, depresi, sulit tidur atau makan. Sebagai
cara untuk menghadapi situasi kekerasan, perempuan dapat menunjukkan perilaku
seperti minum alkohol, merokok, dan penyalahgunaan obat-obatan, mempunyai
banyak pasangan atau upaya bunuh diri.53 Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa
dampak lebih besar terjadi apabila lingkungan korban tidak mendukung korban.
Akibatnya, korban menjadi malu dan rendah diri. Banyak korban yang akhirnya harus
pindah dari sekolah karena selalu menjadi bahan perbincangan guru dan teman di
sekolahnya. Bahkan ada keluarga korban yang harus pindah tempat tinggal karena
dianggap telah membuat cemar lingkungan tempat tinggalnya. Dari analisis penulis
bahwa dampak jangka panjang terjadi jika korban kekerasan tidak mendapat
penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai, misal munculnya
sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks. Dampak yang lain
adalah trauma, yaitu “luka jiwa” yang disebabkan karena seseorang mengalami
sesuatu diluar batas normal(berdasarkan standar dirinya sendiri).
53Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan
Pustaka, 2010), h. 246.
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BAB III
ATURAN HUKUM PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
A. Kekerasan terhadap perempuan Menurut KUHP
Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu dari sekian bentuk
ketidakadilan gender yang dapat ditemui. Kekerasan terhadap perempuan muncul
melalui fase yang pertama adalah marginalisasi atau peminggiran peran dan
eksistensi perempuan dalam hukum budaya patriarki yang berkuasa.
Fase berikutnya adalah subordinasi atau menempatkan perempuan pada
posisi dan urutan dibawah segalanya dalam segala bidang, karena proses
marginalisasi dijalankan. Berikutnya lagi, karena posisinya yang tersubordinasi,
terjadilah fase stereotyping, fase dimana perempuan dicitrakan sebagai makhluk
yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu, benda yang bisa dipertukarkan dan
diperjualbelikan, lengkaplah sudah perempuan sebagai makhluk dan benda yang
marginal dan tersubordinasi.1
Selanjutnya, perempuan akan masuk pada fase yang paling
ekstrem sebelum masuk pada puncaknya kekerasan terhadap perempuan, dimana
perempuan akan menanggung kewajiban beban kerja yang berlebihan, sebagai
pekerja domestik yang bekerja penuh dua puluh empat jam nonstop dan tidak
dibayar, sebagai pelayan, sebagai perawat, , pengasuh anak, sebagai pencari
nafkah tambahan, sebagai sumber yang patut dipersalahkan jika terjadi kekacauan
dan ketidaksesuaian.
1Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia”Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h. 34
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Pada titik ini perempuan akan mengalami kelelahan secara mental dan fisik.
Sehingga apapun yang ditimpakan padanya, akan ia terima dengan keikhlasan
sebagai sebuah kodrat yang memang sudah diperuntukkan kepadanya, tanpa
sempat dan berhak memikirkannya, mengkritisinya dan melawannya, serta
memperjuangkannya untuk mendapatkan hak-haknya yang sebenarnya.
Inilah celah kekerasan terhadap perempuan kemudian dapat muncul, baik
secara fisik maupun psikis. Terutama secara fisik yang mempunyai dampak kuat
pada psikis perempuan, untuk menerima begitu saja perlakuan semena-mena dan
tidak manusiawi terhadapnya. Karena dalam posisi dari sudut pandang gender ini,
perempuan diturunkan derajatnya tidak sebagai manusia, dan lebih dipandang
sebagai kepemilikan atau benda, yang tidak mempunyai hak apapun, kecuali
kewajiban yang diperuntukkan dengan porsi yang sangat besar kepadanya.
Berikutnya, kita akan melihat, bagaimanakah kekerasan terhadap perempuan
dilihat dari sudut definisi perundang-undangan. Sebuah produk perundang-
undangan muncul, karena adanya dinamika dalam masyarakatnya yang terus
berkembang, tak lagi bisa ditampung dalam wadah dan peraturan yang
lama. Artinya, permasalahan yang menuntut diperlukannya undang-undang ini
telah berubah bentuk menjadi suatu permasalahan serius, urgen, dan tidak bisa
dibiarkan tanpa ada yang mengkontrolnya.
Sedangkan dalam hukum Islam. A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono
memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :2
1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang
dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak
2Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h. 4
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pada perbuatan immoril yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut
masyarakat di mana masyarakat dirugikan;
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum
pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan
ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan
kejahatan;
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang
terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-
norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Dalam ajaran Islam juga digariskan, bahwa ada berbagai macam bentuk
perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Suatu bentuk
perbuatan yang disengaja atau direncanakan (bukan karena kealpaan/kelalaian)
yang mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia juga dapat disebut kejahatan.
B. Kekerasan terhadap perempuan Menurut Hukum Pidana Islam
Islam juga mengajarkan konsep perlindungan terhadap perumpuan
terutama anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap
anak atau secara eksplisit mengandung hak anak khususnya perempuan yang
harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya
penelantaran terhadap anak.
Tertuang dalam firman Allah  QS al-Nisa/4: 9.
49
                  
        
Terjemahnya:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar.3
Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari
Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan
berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya)
tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta.
Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta
berperan dalam melindungi perempuan khususnya masalah anak, khususnya anak-
anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-
Tawbah/9: 71.
             …
Terjemahnya:
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek  Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur’an, 1993), h. 116
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...4
Kekerasan terhadap perempuan akan berdampak pada psikologis, maupun
perkembangan lainnya.  Dampak psikologis pada perempuan akan melahirkan
trauma yang berkepanjangan, yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat,
misalnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu.
Akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut, kemungkinan
dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi perempuan korban kekersan. Peran aktif
bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap perempuan
sangat diperlukan.5
B. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP
Dalam pidana hanya diatur tindak kekerasan secara fisik secara umum,
seperti:6
a. Pornografi (pasal 282 dan seterusnya),
b. Perbuatan cabul (pasal 292 dan seterusnya),
c. Penganiayaan (pasal 351 dan seterusnya),
d. Pembunuhan (pasal 338 dan seterusnya),
e. Penculikan (pasal 328 dan seterusnya).
Perempuan pun hanya dinyatakan sebagai korban apabila hanya menyangkut
hal, pemerkosaan (pasal 282), pemaksaan pengguguran kandungan tanpa seizin
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291
5Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 169
6Adriana Venny, Jurnal Perempuan “Mengapa Perempuan Menolak” (Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan, 2006), h. 15
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perempuan yang bersangkutan (347), perdagangan perempuan (297), dan melarikan
perempuan (pasal 332).7
Disini tampak bahwa incest, marital rape, tidak mendapat tempat dalam KUH
Pidana. Disamping itu, definisi yang mengarah kepada hubungan secara seksual
dengan pemerkosaan pun dalam KUH Pidana masih rancu. Seperti disebutkan dalam
KUH Pidana bahwa hubungan seksual yang dimaksud adalah, menyangkut
terlibatnya antara kelamin laki-laki dan perempuan seperti dalam arti kasarnya
hubungan seksual secara biologis. Padahal dimungkinkan hubungan seksual ini tidak
melibatkan kelamin sepenuhnya, seperti dengan benda, secara oral dengan salah satu
kelamin.
KUH Pidana ini pun tidak melindungi perempuan dibawah umur yang
menjadi korban kekerasan, dan juga lingkup perempuan yang ada dalam satu rumah
tangga seperti pembantu rumah tangga. Yang paling hakiki, menurut KUH Pidana,
kekerasan terhadap perempuan hanya merupakan pelanggaran kesusilaan
semata, yang sanksi-sanksinya tidak begitu tegas.
Sedangkan UU KDRT mengatur bentuk kekerasan bagi setiap orang yang ada
dalam lingkup rumah tangga terutama perempuan, baik anak, maupun istri, dan juga
pembantu rumah tangga, baik secara pertalian darah maupun hukum seperti anak
angkat. Disamping itu, yang paling utama dari UU KDRT ini adalah penjaminan
terhadap korban kekerasan baik dari segi haknya maupun dalam proses hukumnya,
seperti pelayanan kesehatan, perlindungan sepenuhnya bagi korban terhadap
rahasianya, pendampingan dan bimbingan rohani, perlindungan dan pendampingan
bagi saksi terhadap korban kekerasan. Berarti dengan adanya UU KDRT ini,
7Lihat Pasal 282, 347, 297, 332 KUHPidana
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kekerasan terhadap perempuan sudah meningkat statusnya menjadi sebuah
kejahatan terhadap kemanusiaan.8
Kekerasan terhadap perempuan bisa kita lihat akar permasalahannya secara
gender, kemudian kepada undang-undang yang berusaha untuk menghapuskan
kekerasan yang timbul, serta mengembalikan posisi perempuan sebagai layaknya juga
manusia, seperti halnya laki-laki. Dan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan
yang terjadi semata-mata adalah sebuah upaya untuk meneggakkan hak asasi
perempuan sebagai manusia, yang sudah sepatutnya untuk diperlakukan secara
manusiawi.
Memanusiakan manusia tanpa memandang jenis kelaminnya adalah suatu
persepsi yang harus disebarkan dan ditanamkan pada setiap individu, sekali lagi
apapun jenis kelaminnya adalah suatu persepsi yang harus disebarkan dan
ditanamkan pada setiap individu, sekali lagi apapun jenis kelaminnya.
Secara seksual, laki-laki dan perempuan adalah berbeda dalam segi jenis
kelamin yang secara biologis menentukannya, dan secara fisik melekat padanya.
Artinya, berdasarkan perbedaan secara seksual ini, ada kodrat yang memang sudah
diciptakan oleh Tuhan yang tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipertukarkan,
berlaku sepanjang zaman, dan dimana saja.9 Contoh perbedaan ini adalah; laki-laki
memiliki penis sedangkan perempuan memiliki vagina, perempuan mengalami
menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki membuahi sel telur perempuan
dengan sperma.
8Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya (Jakarta, Sinar
Grafika, 2012), h. 15
9Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), h. 75
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Sedangkan secara gender, yang istilahnya menurut Kartini Syahrir merupakan
istilah barat yang didapat dari revolusi industri untuk membedakan pekerjaan laki-
laki dan perempuan, maka laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan sifat dan
perilaku yang dilekatkan pada masing-masing.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisi yang terdapat dalam UU KDRT,
karena undang-undang inilah yang secara khusus mengatur penjaminan terhadap
perkara KDRT yang timbul, dan juga berangkat dari asas keadilan dan kesetaraan
gender.
Dalam pasal 1 UU KDRT definisinya adalah sebagai berikut.10
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan “,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.”
Kekerasan fisik secara jelas dalam UU KDRT didefinisikan didefinisikan
dalam pasal 6 sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat.11 Contoh nyata bentuk kekerasan secara fisik, jelas dapat ditemui seperti
pemukulan, penyiksaan secara fisik dengan sarana apapun, dan meninggalkan bekas
yang terlihat. Sedangkan kekerasan secara psikis didefinisikan dalam pasal 7 sebagai
berikut:
“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.”
10M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10
11H. Abd Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana
(Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 42
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Kekerasan secara psikis inilah yang belum banyak dipahami dan diketahui
oleh masyarakat umum, khususnya perempuan sendiri. Bentuk nyatanya dapat
ditemui yakni penghinaan pada perempuan lewat kata-kata maupun perbuatan,
ancaman, pelecehan yang menimbulkan trauma secara psikis. Termasuk juga dalam
kategori ini adalah penelantaran secara ekonomi terhadap orang yang dikondisikan
memiliki ketergantungan yang besar secara ekonomi, dibawah kendali sepenuhnya
orang tempat ia tersebut bergantung. Penelantaran ini diatur dalam pasal 9 UU
KDRT.12
Sedangkan kekerasan secara seksual yang diatur dalam pasal 8 UU KDRT
masuk dalam kategori fisik yang berakibat besar pada psikis perempuan. Contohnya
adalah, pemaksaan hubungan seksual secara incest, pemerkosaan terhadap pembantu
rumah tangga, Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan (pemaksaan
hubungan seksual terhadap istri), pemaksaan hubungan seksual kepada perempuan
dengan orang lain dengan tujuan komersial (perdagangan/trafficking).
C. Penerapan Asas Legalitas Kekerasan terhadap perempuan dalam Hukum
Islam
Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang pertama memuat kumpulan
wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Diantara
kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia
dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya,
hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta
12M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 18-19
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makhluk lainnya.13 Islam sebagai agama wahyu menyampaikan pesan-pesan Allah
melalui mukjizat al-Qur’an sebagai kitab yang berisikan kalamullah yang sakral
dengan kebenaran yang universal dan tidak termakan oleh arus perkembangan zaman.
Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat Allah yang membahas hubungan manusia
dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.14 Penerapan asas legalitas
dalam hukum pidana Islam yakni sebagai berikut:
1. Penerapan asas legalitas dalam jarimah hudud
Secara tegas dan jelas syara’ telah menyatakan dalam nas tentang
hukuman jarimah ini. Untuk jarimah zina terdapat dalam QS Al Isra/ 17: 32
yakni sebagai berikut:
           
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” 15
Nas tersebut menunjukkan betapa zina itu adalah perbuatan keji dan
diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hukum
(tidak didahului oleh akad nikah) akan dihukum dengan hukum pengasingan,
hukuman, dera dan hukuman rajam. Sanksi pidana yang dijatuhkan atas sipezina
13Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 21012), h. 15
14Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 318
15 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 318
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berbeda-beda menurut keadaan pezina itu sendiri. Jika sipezina seorang muhshan
(sudah bersuami atau beristri), maka sanksi pidana terhadapnya ditetapkan oleh hadis
rasul yaitu ‘asif (seorang buruh yang bersetubuh dengan istri majikannya) hadis ma’iz
dan hadis ghamidiyyah yaitu dibunuh mati dengan lemparan-lemparan batu (rajam).
Pezina yang tidak muhshan yang masih bikr (belum bersuami atau belum beristri)
maka sanksi pidananya telah ditetapkan dalam alquran sendiri dalam surah an-Nuur
Ayat 2, yaitu dicambuk 100 kali.
Hukuman rajam bagi perempuan yang bersuami yang melakukan zina dalam
hadis riwayat muslim 5/116.
ا ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ َلَﺎﻗ ُلﻮُﻘَـﻳ ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا َﺪْﺒَﻋ َﻊِﻤَﺳ ُﻪﱠﻧَأ َﺔَﺒْﺘُﻋ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﻴَـﺒُﻋ ﻦﻋ َﻮُﻫَو ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟ
 ﱠﻠﻟا ﱠنِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ِﺮَﺒْﻨِﻣ ﻰَﻠَﻋ ٌﺲِﻟﺎَﺟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ َﺚَﻌَـﺑ ْﺪَﻗ َﻪ
 َﻘَﻋَو ﺎَﻫﺎَﻨ ْـﻴَﻋَوَو ﺎَﻫَﺎﻧْأَﺮَـﻗ ِﻢْﺟﱠﺮﻟا َُﺔﻳآ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َلِﺰُْﻧأ ﺎﱠﻤِﻣ َنﺎَﻜَﻓ َبﺎَﺘِﻜْﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َلَﺰْـﻧَأَو ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ ُلﻮُﺳَر َﻢَﺟَﺮَـﻓ ﺎَﻫﺎَﻨْﻠ
 َو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َﻢْﺟﱠﺮﻟا ُﺪِﺠَﻧ ﺎَﻣ ٌﻞِﺋَﺎﻗ َلﻮُﻘَـﻳ ْنَأ ٌنﺎََﻣز ِسﺎﱠﻨﻟِﺎﺑ َلَﺎﻃ ْنِإ ﻰَﺸْﺧََﺄﻓ ُﻩَﺪْﻌَـﺑ ﺎَﻨْﻤَﺟَر
 ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﱞﻖَﺣ ِﻪﱠﻠﻟا ِبﺎَﺘِﻛ ﻲِﻓ َﻢْﺟﱠﺮﻟا ﱠنِإَو ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻬَﻟَﺰْـﻧَأ ٍﺔَﻀِﻳﺮَﻓ ِكْﺮَـِﺘﺑ اﻮﱡﻠِﻀَﻴَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا ِبﺎَﺘِﻛ ﻲِﻓ اَذِإ ﻰََﻧز
ﻟا ْﻦِﻣ َﻦَﺼْﺣَأ ُفاَﺮِﺘْﻋِﻻا ْوَأ ُﻞَﺒَﺤْﻟا َنﺎَﻛ ْوَأ ُﺔَﻨ ﱢـﻴَـﺒْﻟا ْﺖَﻣَﺎﻗ اَذِإ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟاَو ِلﺎَﺟﱢﺮ.16
Artinya:
“Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ia pernah mendengar
Abdullah bin Abbas RA mengatakan, bahwa Umar bin Khaththab pernah
berkata, sambil duduk diatas mimbar Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu
wa ta'ala mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan Allah pun
menurunkan al-Qur'an kepadanya. Diantara ayat yang diturunkan kepada beliau
16 yaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1017
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adalah ayat yang menerangkan tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca,
menjaga, dan memelihara ayat tersebut. Rasulullah saw telah melaksanakan
hukuman rajam tersebut dan kami pun tetap melaksanakannya sepeninggal
beliau. Aku merasa khawatir suatu saat nanti akan ada seseorang yang berkata,
'Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah.' Lalu mereka akan
menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah
diperintahkan Allah. Sesungguhnya dalam al-Qur'an hukuman rajam pasti untuk
orang yang berzina yang sudah menikah baik lelaki ataupun perempuan jika telah
terbukti (berupa kehamilan atau pengakuan)."17
Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang
perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para
fuqaha (ahli hukum Islam) mengertikan zina yaitu melakukan hubungan seksual
dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan
haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.
Dasar hukumnya terdapat dalam QS An-Nuur/4: 2
                       
                  
    
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (Pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.18
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 488
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Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang
yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu diketahui bahwa
hukuman orang yang berzina apabila sudah pernah menikah adalah rajam.
Segolongan ulama dari kalangan baik pezina yang muhshan maupun pezina yang
tidak muhshan maka hukuman yang dijatuhkan atas mereka hanyalah hukuman yang
Allah tetapkan dalam al-Qur’an dengan jalan mutawatir untuk mengambil hadis-hadis
Ahad yang mungkin telah terjadi kehilapan atau kedustaan pada perawi-perawinya,
sebagaimana tidak boleh membatalkan hukum-hukum al-Qur’an dengan  hadis-hadis
ahad.
Sanksi pidana yang dijatuhkan atas sipenuduh yang menuduh isteri berzina,
sedang dia tidak sanggup membawa 4 (empat) orang sanksi untuk membenarkan
tuduhannya ialah dicambuk 80 (delapan puluh kali) dan dipandangnya sebagai
seorang yang tidak adil sepanjang masa hukuman ini ditetapkan dalam surah An-
Nuur Ayat 24.19 Untuk jarimah qazdaf nash tentang hukumannya terdapat dalam QS
an-Nur /24: 4.
                         
                 
Terjemahnya:
19Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati Dalam Syariat Islam, h.12
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“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang
menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.20
Ayat tersebut menjelaskan bahwa qadzaf (menuduh) perempuan yang baik
baik melakukan perbuatan zina adalah merupakan salah satu perbuatan yang masuk
dalam kategori tindak pidana dan diancam dengan hukuman had dan hukuman
tambahan berupa tidak boleh menjadi saksi seumur hidup.
Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang dituduh harus orang baik-baik
agar had menuduh berzina dapat diberlakukan.21 Syariat Islam diturunkan oleh Allah
Swt untuk melindungi makhluk manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap
perilaku yang merendahkan harkat dan martabatnya baik secara pribadi maupun
sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh pencipta manusia yaitu Allah swt.
Perbuatan zina seperti dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang keji dan
sangat tercela. Menuduh seseorang melakukan perbuatan zina baik dalam bentuk
kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar.
Oleh karena itu, syariat Islam melarang membiarkan seseorang melakukan perbuatan
yang keji dan dilarang oleh hukum Islam. Tujuan hukum pada umumnya adalah
menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud
ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama
yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut.
Atas dasar itu haruslah dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya kumpulan
20Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 488
21Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, “Fikih Jinayah” Dilengkapi dengan Kajian
Hukum Pidana Islam, h. 261
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peraturan konkret dari zaman lampau melainkan juga harus dilihat sebagai asas-asas
umum dan nilai-nilai universal yang dapat berijtihad di dalam berbagai kondisi yang
berubah. Meskipun benar bahwa al-Qur’an adalah sebuah kitab agama dan ajaran-
ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi dalam
mengemukakan pesan-pesannya, nabi secara terus terang ingin meninggalkan nilai-
nilai dan institusi pra Islam, tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun sekali
dan untuk selamanya dasar-dasar agama baru. Secara pragmatis, ia tidak bisa lari dari
seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan pada masanya.
2. Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana Kisas dan Diyat.
Tindak pidana kisas dan diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan
pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau
melukai seseorang. Jarimah kisas ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki
batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah yang dimaksud
individu di sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui
pemaafan dengan ganti rugi karena hak kisas atau diyat merupakan hak pribadi
korban, maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
Secara bahasa, kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-
qashshan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya),
dan membalas. Kisas berasal dari qashsha yang berarti memotong juga berasal dari
kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh
pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana
tersebut.22 Teranglah bahwa syariat Islam hanya menentukan sanksi pidana untuk
22Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
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beberapa macam perbuatan pidana.23 Syariat Islam telah menetapakan sanksi pidana
tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas maka apabila hakim telah dapat
membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan wajiblah hakim
memutuskan hukuman dengan menjatuhi sanksi pidana yang telah ditetapkan persis
telah ditetapkan tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh meringankan sanksi pidana
dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkut paut dengan kejahatan sendiri
maupun yang bersangkut paut dengan pelaku kejahatan tersebut.
Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diyat itu
adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah dan
penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) tidak
sengaja. Untuk jarimah kisas, diyat yang meliputi tindak pidana pembunuhan dan
penganiayaan, ketentuannya tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an. Untuk tindak
pidana pembunuhan larangannya tercantum dalam QS Al-Israa’ 17/33.
                         
            
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa
dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.24
23Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqi, Pidana Mati dalam Syariat Islam, h. 20
24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 388
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Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. Pertama,  jiwa yang
dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, jiwa
(nyawa) yang boleh di hilangkan karena terdapat alasan untuk di lenyapkan, misalnya
kepada orang yang muhsan melakukan perzinaan, pembunuh disengaja, murtad,
pelaku hirabah, dan sejenisnya.
Dalam kitab Sunan Ad Darimi bahwa pembunuhan dengan sengaja yakni
sebagai berikut:
 ٔ ْﻦَﻋ يِﺮْﻫﺰﻟا َِﲏﺛ ﺪ َ  َدُواَد ِﻦْ  َنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳ ْﻦَﻋ َةَﺰ َْﲪ ُﻦْ  َﲕ َْﳛ َﺎَﻨﺛ ﺪ َ  َﳻﻮُﻣ ُﻦْ  َُﲂَْﺤﻟا َ ََﱪ ْ   ِﰊ
 ِﻩ ِّﺪ َ  ْﻦَﻋ ِﻪﯿِﺑ  ْﻦَﻋ ٍمْﺰَﺣ ِﻦْ  وِﺮ َْﲻ ِﻦْ  ِﺪﻤَﺤُﻣ ِﻦْ  ِﺮَْﻜ َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ  ُ ا ﲆَﺻ ِ ا َلﻮُﺳَر ن
 َ ﯾ ُدََﻮﻗ ُﻪﻧ َﺎﻓ ٍَﺔ ِّ َ ﺑ ْﻦَﻋ ًﻼْ َﻗ ًﺎ ِﻣْﺆُﻣ َﻂَﺒَﺘْﻋا ْﻦَﻣ ن  ِﻪِﺑﺎَﺘِﻛ ِﰲ َنَﰷَو ِﻦَﻤَْﯿﻟا ِﻞْﻫ  َﱃا َﺐَﺘَﻛ ْن ﻻا ِﻩِﺪ
 َﺘْﻋا ﺪﻤَﺤُﻣ ُﻮﺑ  َلَﺎﻗ ِلﻮُ ْﻘَْﻤﻟا ُءﺎَﯿِﻟْو  َﴇَْﺮ ٍ ِ  َِْﲑ  ْﻦِﻣ ََﻞ َﻗ َﻂَﺒ
Artinya:
Telah mengabarkan kepada kami al-Hakam bin Musa telah
menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud telah
menceritakan kepadaku Az Zuhri dari Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin
Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
telah menulis surat kepada penduduk Yaman, dan diantara isi suratnya adalah:
"Barangsiapa membunuh seorang mukmin secara lalim dengan tanpa bukti yang
jelas, maka ia mendapatkan balasan kecuali apabila para wali orang yang di
bunuh merasa rela." Abu Muhammad berkata; "I'tabatha adalah membunuh tanpa
alasan yang hak." 25
Hukuman untuk tindak pidana pembunuhan ini berbeda-beda sesuai dengan
jenis pembunuhannya. Untuk pembunuhan sengaja hukumannya tercantum dalam QS
Al-Baqarah/2: 178.
25Sunan Ad Darimi, Kitab Diyat Kompilasi Chm Abu Ahmad As Sidokare, 2009
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                          
                           
                 
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu maka baginya Siksa yang sangat pedih.”26
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang
dimaksud dengan al-afwu (memaafkan) adalah menerima diyat sebagaimana ganti
hukum kisas. adapun ittiba’ bil ma’ruf (mengikuti dengan cara yang baik dan orang
yang membunuh membayar diyat dengan cara yang baik pula.
Sedangkan dalam hadis riwayat muslim dijelaskan bahwa hukum kisas  harus
diterapkan kepada orang yang melukai seseorang, kecuali jika keluarganya rela
menerima diyat (Muslim: 5/105-106)
 ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا َﱃِإ اﻮُﻤَﺼَﺘْﺧَﺎﻓ ًﺎﻧﺎَﺴْﻧِإ ْﺖَﺣَﺮَﺟ ََﺔِﺛرﺎَﺣ ﱠُمأ ِﻊﱢﻴَـﺑﱡﺮﻟا َﺖْﺧُأ ﱠنَأ ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ
 َصﺎَﺼِﻘْﻟا َصﺎَﺼِﻘْﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا
 َلﻮُﺳَر َﺎﻳ ِﻊِﻴﺑﱠﺮﻟا ﱡُمأ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َلﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ﱡﺺَﺘْﻘُـﻳ َﻻ ِﻪﱠﻠﻟاَو ََﺔﻧَﻼُﻓ ْﻦِﻣ ﱡﺺَﺘْﻘُـَﻳأ ِﻪﱠﻠﻟا
 ِﻪﱠﻠﻟا ُبﺎَﺘِﻛ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ِﻊِﻴﺑﱠﺮﻟا ﱠُمأ َﺎﻳ ِﻪﱠﻠﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 33
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 َﻟاَز ﺎَﻤَﻓ َلﺎَﻗ اًﺪََﺑأ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ﱡﺺَﺘْﻘُـﻳ َﻻ ِﻪﱠﻠﻟاَو َﻻ ْﺖَﻟﺎَﻗ َلﺎَﻘَـﻓ ََﺔﻳ ﱢﺪﻟا اﻮُﻠَِﺒﻗ ﱠﱴَﺣ ْﺖ
 ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ َﻢَﺴَْﻗأ ْﻮَﻟ ْﻦَﻣ ِﻪﱠﻠﻟا ِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ﱠنِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر
 ُﻩﱠﺮَـَﺑَﻷ27
Artinya:
Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi', Ibunya Haritsah,
pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu
kepada Rasulullah saw. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka
Rasulultah bersabda, "laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum
qishash!" Tetapi, Ummu Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini
seraya berkata, "ya Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman Qishash
terhadap Fulanah? demi Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman Qishash
kepadanya!" Kemudian Rasulullah bersabda, "maha suci Allah! hai Ummu
Rubayyi', bukankah hukum qishash itu sudah merupakan suatu ketentuan dari
Allah? "Ummu Rubayyi" menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia
dijatuhkan hukuman Qishash untuk selama-lamanya!" sementara itu Ummu
Rubayyi' terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau menerima diyat.
Akhirnya Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba Allah ada
orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik
kepada-Nya".
Tidak ada perbedaan dalam kewajiban kisas antara laki- laki dan
perempuan karena Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah /5: 45.
                           
                     
                 
27 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 1034
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Terjemahnya:
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at taurat)
bahwasanya jiwa di balas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.”28
Pengharaman pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan
hukumannya yaitu kisas dijatuhkan kepada pelakunya kecuali jika wali korban
memberikan pengampunan lalu hukumannya menjadi diyat berupa 100 (seratus) ekor
unta.29 Syariat Islam telah menjadikan hukum kisas sebagai sanksi pidana untuk
pembunuhan yang disengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang disengaja.
Tegasnya, orang yang membuat kesalahan itu disiksa dengan siksaan yang seimbang
dengan perbuatannya terhadap orang lain yang di aniaya.
Untuk Pembunuhan karena kesalahan hukumannya tercantum dalam Qs an-
Nisaa’/4: 92.
                         
                     
                     
28Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 153
29Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2104), h. 50
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                     
            
Terjemahnya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu maka (hendaklah si pembunuh)
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak
memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah
maha mengetahui lagi maha bijaksana.”30
Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk
pembunuhan, yaitu sebagai berikut:31
a) Pembunuhan di sengaja atau qathlul amdi, yaitu perampasan nyawa seseorang
yang dilakukan dengan sengaja. pembunuh merencanakan pembunuhannya.
b) Pembunuhan tidak di sengaja atau qatlu ghairul amdi, yaitu kesalahan dalam
berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja
perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak
diniati.
c) Pembunuhan seperti di sengaja atau qathlu syighul amdi.
30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 121.
31Mustofa Hasan dan Beny Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”
Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, h. 276.
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Dalam hukum pidana Islam, penerapan asas legalitas dapat dilakukan pula
pada jarimah takzir, dimana penerapan asas legalitas pada tindak pidana  takzir
berbeda dengan penerapan asas legalitas pada tindak pidana hudud dan tindak pidana
kisas diyat karena penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir di perlonggar
sampai batas tertentu.
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BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
A. Bentuk tindak pidana kekerasan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional
1. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hukum Islam
Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah
dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti, baik dengan hukuman terhadap badannya
maupun dengan dipermalukan, sebagaimana dalam firman Allah QS al- Nisa /4: 15-
16.
                       
                   
                         
      
Terjamahnya:
Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan
lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara
kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.1
1Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h. 81.
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Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam
hukuman zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang
ditetapkan dalam firman Allah QS al-Isra’ /17: 32.
            
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”2
Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang utama dalam
konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga
berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan
yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhalwat (menyepi
berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk,
mencium ataupun kencang dengan pasangan selingkuhannya. Larangan zina
bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk
yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal
kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsila yang jelas. Agar manusia tetap
sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara
terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan
biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.3
Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur-
unsur yaitu:
2Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h.286.
3Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 149-
150.
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a. Adanya persetubuahan (sexual Intercourse) antara dua orang yang berbeda
jenis kelaminnya (heterosex), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan
(syubhat) dalam perbuatan seks (sex act).
b. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur
pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan,
misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina,
yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin
atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta’zir
yang bersifat edukatif.4
2. Bentuk Kekerasan Dalam Hukum Nasional
Kriteria tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak
memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu
jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan
diajukan ke peradilan pidana.5 Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik
secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang
dialaminya adalah lebih baik untuk disembunyikan saja. Ini tentu ada kaitannya
dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarrakat mengenai kedudukan
perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang
menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang
utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin
4Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 35
5M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10
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akan mencoreng harga sendiri, terlepas dari ada tidaknya konstribusi perempuan
terhadap tindak kekerasan yang dialaminya.
Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media
massa juga terkadang juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa
yang disebut dengan “selctive inattention”, yakni memilih berita tertentu untuk
dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat. Ekspose semacam ini setidaknya
melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya
difokuskan pada : 6
a. Tindak kekerasan seksual
b. Tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat; dan
c. Tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.
Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban
akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun
sebenarnya tidak demikian.7 Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban
perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin
ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan
menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya. Berbagai tindak kekerasan yang sering
terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti:8
a. Serangan seksual;
6Abd Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana (Jakarta:
Rabbani Press, 2012), h. 42.
7Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan
Pustaka, 2010), h. 246.
8Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 149-
150.
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b. Kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi
maupun karena rasa marah yang tidak terkendali;
c. Pornografi;
d. tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering
terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa
tindak kekerasan lainnya.
Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di
mana posisi anak sering dianggap sebagai derivat dari orang tua yang sering
membuatnya tidak berdaya. contohnya, perilaku incest yang mengakibatkan
sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan insestuos
dengan ayah kandungnya sendiri.
B. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana
Islam Dan Hukum Nasional.
1. Upaya pencegahan dalam hukum Islam
Dalam ajaran Islam Rasulullah menandakan bahwa salah satu ajaran Islam
yang asasi ialah “menghormati wanita”. Para pengikut Rasulullah, karena cinta dan
hormatnya kepada putrinya, Fatimah, memberikan nama “putri surga” sebagai wakil
kaum wanita.9
Karena perempuan terhormat adalah sesuatu yang dianggap tabu, dalam Islam
dijelaskan dengan aturan yang sangat memperhatikan kemanusiaan perempuan
seperti darah perempuan. Bagi Islam, darah perempuan menunjukkan karakteristik
sekaligus menjadi daya tarik perempuan. Betapa tinggi martabat perempuan yang
9Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
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diproklamasikan Islam, memang secara politis, sosiologis, psikologis dan biologis,
perempuan cenderung berada dan diperlakukan di bawah dibanding dengan laki-laki
dalam pelataran kehidupan saat ini.10 Pada dasarnya Islam adalah agama demokrasi
dengan alasan Islam adalah agama hukum yang berlaku bagi setiap individu muslim
tanpa ada perbedaan.11
Berdasarkan nash al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, dosa yang dilakukan
manusia dibagi menjadi dosa kecil dan dosa besar dan tindakan asusila merupakan
dosa besar, sebab jenis inilah yang perlu diperhatikan secara lebih serius oleh kaum
muslimin. Allah swt berfirman dalam Qs al-Nur/5:2
 ْﺬُﺧَْﺄﺗ َﻻَو ٍةَﺪْﻠَﺟ ََﺔﺋﺎِﻣ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨِﻣ ٍﺪِﺣاَو ﱠﻞُﻛ اوُﺪِﻠْﺟَﺎﻓ ِﱐاﱠﺰﻟاَو ُﺔَِﻴﻧاﱠﺰﻟا ِﻦﻳِد ِﰲ ٌﺔَﻓَْأر ﺎَﻤِِ ْﻢُﻛ
 َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ ﺎَﻤُﻬَـﺑاَﺬَﻋ ْﺪَﻬْﺸَﻴْﻟَو ِﺮِﺧْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ ِﻪﱠﻠﻟا
Terjemahnya:
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.12
Al-Qur’an pada hakikatnya adalah dokumen keagamaan dan etika yang
bertujuan praktis menciptakan masyarakat yang bermoral baik dan adil, yang terdiri
atas manusia-manusia yang saleh dan religius dengan kesadaran yang peka dan nyata
akan adanya satu Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.13
10Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Cet  I; Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 34.
11Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 66.
12Kementerian Agama RI, al-Quran dan terjemahannya, h.289.
13Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung:CV.Pustaka setia, 2007), h.116.
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Karena dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus juga akan berubah
menjadi dosa besar. Adapun pengertian dosa besar sendiri menurut sebagian ulama
adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hadd (sanksi hukuman yang telah
diatur oleh syari’at, seperti hukum rajam, cambuk 100 kali, dan hukum qishash), atau
semua jenis dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman neraka jahanam atau
laknat dan murka-Nya.
Allah berfirman dalam QS an-Nahl /97:14
                        
         
Terjemahnya :
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka pasti akan Kami beri balsan dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan”14
Pembakuan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut
menjadi nilai yang dituangkan secara konvensional dalam suatu aturan hukum yang
digunakan di Indonesia. Seperti misalnya yang tampak dalam pasal 285 KUHP
tentang perkosaan, yang mengatur perbuatan perkosaan hanya meliputi perbuatan
laki-laki terhadap perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.15 Jika Seseorang
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Mizan Bunaya
Kreativa, 2011),  h. 364.
15Niken savitri, Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Cet: I
;Bandung , PT Rafika Aditama), h. 2.
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Memukul Budaknya, maka dia harus memerdekakannya. Hal ini tercantum dalam
hadis Rasulullah
 ﻮُﻌْﺴَﻣ َﺎﺑَأ ْﻢَﻠْﻋا ًﺎﺗْﻮَﺻ ﻲِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣ ُﺖْﻌِﻤَﺴَﻓ ﻲِﻟ ﺎًﻣَﻼُﻏ ُبِﺮْﺿَأ ُﺖْﻨُﻛ َلﺎَﻗ ﱢيِرﺎَﺼَْﻧْﻷا ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ ٍد
 ُرَﺪْﻗَأ ُﻪﱠَﻠﻟ ﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ ُﺖْﻠُﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻮُﻫ اَذَِﺈﻓ ﱡﺖَﻔَـﺘْﻟﺎَﻓ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻚْﻨِﻣ َﻚْﻴَﻠَﻋ ِﻪ
 ُرﺎﱠﻨﻟا َﻚْﺘﱠﺴَﻤَﻟ ْوَأ ُرﺎﱠﻨﻟا َﻚْﺘَﺤَﻔَﻠَﻟ ْﻞَﻌْﻔَـﺗ ْﻢَﻟ ْﻮَﻟ ﺎَﻣَأ َلﺎَﻘَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﺟَﻮِﻟ ﱞﺮُﺣ َﻮُﻫ16
Artinya:
Dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, dia berkata, "Saya pernah memukul budak
saya, tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang saya, 'Ketahuilah hai Abu
Mas'ud'. Sungguh Allah lebih berkuasa atas budak itu daripada kamu' Lalu saya
menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu saya berkata kepadanya, 'Ya
Rasulullah! Budak ini sekarang saya merdekakan karena Allah.' Setelah itu
Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau saja kamu tidak memerdekakannya tentu kamu
akan dilalap api neraka.'"
 َﻋَد َﺮَﻤُﻋ َﻦْﺑا ﱠنَأ َناَذَاز ْﻦَﻋ َﺖَْﻧﺄَﻓ َلَﺎﻗ َﻻ َلَﺎﻗ َﻚُﺘْﻌَﺟْوَأ ُﻪَﻟ َلﺎَﻘَـﻓ اًﺮَـَﺛأ ِِﻩﺮْﻬَﻈِﺑ ىََأﺮَـﻓ ُﻪَﻟ ٍمَﻼُﻐِﺑ ﺎ
 ﻮُﺳَر ُﺖْﻌَِﲰ ﱢﱐِإ اَﺬَﻫ ُِنَﺰﻳ ﺎَﻣ ِﺮْﺟَْﻷا ْﻦِﻣ ِﻪﻴِﻓ ِﱄ ﺎَﻣ َلﺎَﻘَـﻓ ِضْرَْﻷا ْﻦِﻣ ﺎًﺌْﻴَﺷ َﺬَﺧَأ ﱠُﰒ َلَﺎﻗ ٌﻖﻴِﺘَﻋ َل
 َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َْنأ ُﻪَﺗَرﺎﱠﻔَﻛ ﱠنَِﺈﻓ ُﻪَﻤَﻄَﻟ ْوَأ ِِﻪﺗَْﺄﻳ َْﱂ اﺪَﺣ ُﻪَﻟ ﺎًﻣَﻼُﻏ َبَﺮَﺿ ْﻦَﻣ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳ
 ُﻪَﻘِﺘْﻌُـﻳ17
Artinya:
Dari Zadzan, bahwa Ibnu Umar r.a pernah menyuruh orang untuk
memanggilkan budaknya, lalu dia melihat bekas pukulan di punggung budaknya,
kemudian dia (Ibnu Umar) bertanya, "Apakah aku telah menyakitimu?" Budak
itu menjawab, "Tidak." Kata Ibnu Umar, "Kamu sekarang merdeka." Zadzan
berkata, "Lalu Ibnu Umar mengambil sesuatu di tanah kemudian berkata, 'Saya
mendapat pahala memerdekakan budak tersebut seimbang dengan benda ini,
karena saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa memukul
16 Yaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Puastaka Ebook Ahlusunnah, 2009),h. 1050
17 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim, h. 103
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budaknya melebihi batas atau menamparnya, maka kafaratnya (tebusannya)
adalah memerdekakannya".
 ُﻣ ََةرﻮﱡﺼﻟا ﱠنَأ َﺖْﻤِﻠَﻋ ﺎَﻣَأ ٌﺪْﻳَﻮُﺳ ُﻪَﻟ َلﺎَﻘَـﻓ ٌنﺎَﺴْﻧِإ ﺎَﻬَﻤَﻄَﻟ ُﻪَﻟ ًَﺔِﻳرﺎَﺟ ﱠنَأ ٍنﱢﺮَﻘُﻣ ِﻦْﺑ ِﺪْﻳَﻮُﺳ ْﻦَﻋ َلﺎَﻘَـﻓ ٌﺔَﻣﱠﺮَﺤ
 َﻊَﻣ ﻲِﻟ ٍةَﻮْﺧِإ ُﻊِﺑﺎَﺴَﻟ ﻲﱢﻧِإَو ﻲِﻨُﺘْـﻳََأر ْﺪَﻘَﻟ ٍﺪِﺣاَو ُﺮ ْـﻴَﻏ ٌمِدﺎَﺧ ﺎََﻨﻟ ﺎَﻣَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر
 ُﻪَﻘِﺘْﻌُـﻧ ْنَأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﺎﻧَﺮَﻣََﺄﻓ ُﻪَﻤَﻄَﻠَـﻓ َﺎﻧُﺪَﺣَأ َﺪَﻤَﻌَـﻓ18
Artinya:
Dari Suwaid bin Muqarrah RA, bahwa budak perempuannya ditampar oleh
seseorang, lalu Suwaid berkata kepadanya, "Tahukah kamu bahwa wajah itu
haram ditampar?" Suwaid berkata, "Sungguh saya adalah anak yang ketujuh di
antara saudara-saudara saya, dan saya pernah mengalami peristiwa ini pada masa
Rasulullah SAW. Pelayan kami hanya seorang saja, lalu salah seorang dari kami
ada yang sengaja menampar pelayan (budak) kami, maka Rasululah SAW
memerintahkan kami untuk memerdekakannya."
Dari dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap
perempuan dikenakan sanksi pidana tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas
maka apabila hakim telah dapat membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku
kejahatan wajiblah hakim memutuskan hukuman dengan menjatuhi sanksi pidana
yang telah ditetapkan persis telah ditetapkan tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh
meringankan sanksi pidana dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkut
paut dengan kejahatan sendiri maupun yang bersangkut paut dengan pelaku kejahatan
tersebut.19 Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diyat
itu adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah dan
penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) tidak
sengaja. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak,
18 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim, h. 293
19Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
105.
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dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan
berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar
yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah
individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama, oleh karena itu perlu adanya
perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap  perempuan
maupun laki-laki dalam masyarakat.
2. Upaya Pencegahan Dalam Hukum Nasional
Tampaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
masalah interdispliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek lainnya.
Diakui bahwa tindak kekerasan akan banyak terjadi, di mana ada kesengjangan
ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan,
dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis
pada laki-laki. Sebaliknya, jika perempuan memiliki kekuasaan diluar rumah, maka
intervensi masyarakat secara aktif disamping perlindungan dan kontrol sosial yang
kuat memungkinan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan semakin kecil.20
Dari berbagai pengalaman selama ini, maka solusi terhadap penanggulangan tindak
kekerasan terhadap perempuan mesti mencakup hal-hal sebagai berikut :21
1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam
hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).
20Camara, Spiral Kekerasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 75.
21Arifin, Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 15.
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2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi
terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ana, baik di dalam konteks
individual, sosial maupun institusional;
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi
kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.
6. Pembaharuan hukum teristimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang
dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentang atas
pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi mauoun hukum
bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan negara.
9. Membentuk lembaga penyantum korban tindak kekerasan dengan target khusus
kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk
konsultasi, perawatan medis maupun psikologis
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan
masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya,
termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan
dan anak-anak.
Cara-Cara Untuk Mengatasi Kekerasan:22
22Aida Fitalaya, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2014),
h. 37.
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1. Melaporkannya segera mungkin. Korban dari kekerasan dalam hal ini akan
mendapatkan kesulitan, ketakutan atau karena mereka tidak ingin berkhianat
kepada seseorang yang mereka cintai. Korban kekerasan sering tidak mampu
menghentikan kekerasan yang terjadi pada dirinya.
2. Meyakinkan bahwa saat ini dirinya aman. Hal ini termasuk menghubungi
pemerintah setempat dalam kasus darurat, khususnya dalam situasi yang
mengancam nyawa, dan menjauh dari pelaku kekerasan sesegera mungkin.
3. Dalam kasus perkosaan atau serangan seksual, korban dianjurkan untuk tidak
mencuci, meyisir atau membersihkan setiap bagian tubuhnya dan jika mungkin
tidak mengganti pakaiannya. Hal ini memungkinkan petugas rumah sakit untuk
mengumpulkan bukti (misal semen). Untuk diserahkan kepada petugas
pemerintah yang mungkin nantinya bisa digunakan untuk menangkap pelaku
kejahatan atau kekerasan.
4. Seorang individu yang terlibat dalam hubungan yang penuh penganiayaan
mungkin tidak mampu untuk meninggalkan si pelaku, karena korban mungkin
tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau mengambil langkah yang diperlukan
untuk meninggalkan hubungan tersebut. Pada saat itu, carilah pertolongan dan
dukungan dari saudara, teman atau orang lain yang dekat, merupakan langkah
penting dalam merubah situasi.
5. Kunjungi fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat sesegera mungkin untuk
menterapi beberapa cedera yang diderita selama penganiayaan.
6. Simpan uang sebagai pegangan untuk transportasi (taksi atau bus) dalam
beberapa kasus pilihlah yang tercepat jika diperlukan. Dokumen penting seperti
akte lahir, paspor, kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM) dan
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bukti identitas lainnya yang harus selalu dibawa dan dijaga untuk digunakan
sewaktu-waktu jika diperlukan.
Cara untuk menolong seseorang yang berada dalam penganiayaan:23
a. Kenali tanda-tanda kekerasan. Dalam hal ini termasuk memar, patah tulang, dan
dislokasi yang tidak diketahui penyebabnya atau tipe lainnya yang merupakan
petanda adanya indikasi kekerasan fisik. Perilaku diantaranya menarik diri dari
teman, atau keluarga dan perubahan mood seperti meningkatnya ansietas atau
kecemasan atau depresi yang juga bisa mengindikasikan adanya kekerasan.
b. Mengakui ketika mereka membutuhkan bantuan perhatian medis. Ketika korban
kekerasan berada dalam masa penolakan (“denial”) mereka mungkin tidak
mengetahui seberapa buruknya mereka terluka.
c. Bicarakan pada mereka secara pribadi dan biarkan mereka mengetahui bahwa
dukungan selalu tersedia.
d. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka pantas menerima terapi dan bahwa
kekerasan yang terjadi bukanlah kesalahannya.
e. Dukunglah dan janganlah menghakimi Membantu membuat keputusan. pada
prinsipnya seseorang yang telah mengalami penganiayaan harus memutuskan
sendiri untuk bertindak
f. Bantu mereka mengambil langkah/ tindakan. Hal ini bisa dilakukan dengan
menawarkan untuk memberikan informasi (misal nomor telpon hotline polisi
LSM), membantu mereka menata keamanan / membantu mereka berbicara.
23Pusat kajian wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Asasi Perempuan Instrumen
Hukum Untuk mewujudkan keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 65
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g. Dorong mereka untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pemerintah
setempat, khususnya dalam situasi yang membahayakan atau mengancam jiwa.
h. Teruskan mensuport setelah mereka mengakhiri kekerasan keluarga tersebut.
Setelah melewati hubungan tersebut beberapa korban merasa sedih dan merasa
sendirian. Mereka membutuhkan waktu untuk berduka cita karena kehilangan
sebuah hubungan Timbulnya kekerasan terhadap perempuan karena adanya
budaya laki-laki menguasai perempuan.
Kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan
pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap istri. Kekerasan terhadap
perempuan sering tidak dinggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal
itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu
ikut campur tangan. Walaupun adanya pandangan seperti di atas tidak berarti
menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan
yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.24
Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam
bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat
melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga
korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga
24Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), h. 75.
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sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak tersebut dapat memberikan rasa
aman terhadap perempuan korban kekerasan suami.25
C. Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hukum
Pidana Islam dan Hukum Nasional
1. Upaya Perlindungan kekerasan terhadap perempuan menurut hukum pidana
Islam.
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus
menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggi. Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.26
Dalam hukum pidana Islam dikenakan tindak pidana kisas dan diyat. Tindak
pidana kisas dan diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran
terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai
seseorang. Jarimah kisas ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas
terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah yang dimaksud
25Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
26Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 187.
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individu di sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui
pemaafan dengan ganti rugi karena hak kisas atau diyat merupakan hak pribadi
korban, maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
Secara bahasa, kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-
qashshan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya),
dan membalas. Kisas berasal dari qashsha yang berarti memotong juga berasal dari
kata aqtashsha yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh
pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana
tersebut.27 Teranglah bahwa syariat Islam hanya menentukan sanksi pidana untuk
beberapa macam perbuatan pidana.28 Syariat Islam telah menetapakan sanksi pidana
tertentu baik bersifat had maupun bersifat kisas maka apabila hakim telah dapat
membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan wajiblah hakim
memutuskan hukuman dengan menjatuhi sanksi pidana yang telah ditetapkan persis
telah ditetapkan tidak boleh kurang. Hakim tidak boleh meringankan sanksi pidana
dan tidak boleh memberatkannya baik yang bersangkut paut dengan kejahatan sendiri
maupun yang bersangkut paut dengan pelaku kejahatan tersebut.
Adapun tindak pidana yang diancam dengan pidana kisas dan pidana diyat itu
adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah dan
penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) tidak
sengaja. Untuk jarimah kisas, diyat yang meliputi tindak pidana pembunuhan dan
penganiayaan, ketentuannya tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an. Untuk tindak
pidana pembunuhan larangannya tercantum dalam QS al-Israa’ 17/33.
27Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
105.
28Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqi, Pidana Mati dalam Syariat Islam, h. 20.
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                         
            
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami Telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan”.29
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi dua. Pertama,  jiwa yang
dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, jiwa (nyawa)
yang boleh di hilangkan karena terdapat alasan untuk di lenyapkan, misalnya kepada orang
yang muhsan melakukan perzinaan, pembunuh disengaja, murtad, pelaku hirabah, dan
sejenisnya.
Di seluruh dunia, bukan hanya perempuan dewasa tetapi perempuan yang
tergolong di bawah umur (anak-anak) juga secara terus menerus mengalami
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan untuk alasan-alasan yang
tidak masuk akal. Untuk itu, Indonesia juga telah memilki rencana aksi nasional
penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun kenyataannya,
tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15
tahun, baik pada sektor formal maupun informal. Pada bagian eksploitasi seksual
anak, pemerintah mengakui tidak adanya data akurat. Sehingga diperkirakan dari
29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 388.
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semua kasus eksploitasi seksual sekitar 30 persen dari pekerja seksual di Indonesia
yang jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak. Mayoritas korbannya adalah
perempuan, disamping anak laki-laki.30 Keadaan ini, ditunjang dengan situasi krisis
ekonomi yang tak kunjung usai sehingga fenomena yang muncul adalah
meningkatnya prostitusi. Keterlibatan anak-anak tersebut, bukanlah berdasarkan
motivasi kesukarelaan melainkan atas dasar paksaan. Menanggapi keadaan tersebut,
kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan Internasional
untuk segera menyusun instrument HAM sebagai landasan bagi upaya penegakan,
perlindungan dan pemajuan hak asasi anak.31
Adanya kesadaran masyarakat dunia, sudah semakin tinggi dalam upaya
perlindungan HAM, maka disepakatilah Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak
sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak yaitu:
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
30Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University
Press, 2011), h. 86.
31Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan
Pustaka, 2010), h. 246.
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8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik
hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami
eksploitasi sebagai pekerja seks.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan,
perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari
salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
21. Hak untuk bebas beragama.
22. Hak untuk bebas berserikat.
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23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam,
hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-
wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan .
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.32
Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai
tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak
yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya
penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah  QS al-Nisa/4: 9.
                      
  
Terjemahnya:
32Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000), h. 243-245.
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar.33
Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah
maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan
agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi
pengangguran dan peminta-minta.
Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan
dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai
dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.
               …
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...34
Eksploitasi seksual komersial yang dilakukan terhadap perempuan terutama
anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis, maupun
perkembangan lainnya.  Dampak psikologis pada perempuan akan melahirkan trauma
yang berkepanjangan, yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, misalnya
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek  Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur’an, 1993), h. 116.
34Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291.
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minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu. Akhirnya
berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut, kemungkinan dapat
menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban eksploitasi seksual komersial
tersebut. Peran aktif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan
kesusilaan sangat diperlukan.35
2. Upaya Perlindungan kekerasan terhadap perempuan menurut hukum Nasional.
Upaya Perlindungan kekerasan terhadap perempuan menurut hukum Nasional
yakni melalui KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi
hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan
secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis
ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.
Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua),
yaitu : tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan
tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Pasal 285
KUHP berbunyi :36
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk
adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah :37
35Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 169.
36Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), h. 75.
37Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
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a. barang siapa;
b. dengan kekerasan, atau
c. dengan ancaman kekerasan;
d. memaksa,
e. seorang wanita diluar perkawinan;
f. bersetubuh.
Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP
tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh
pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah hukuman secara maksimal, dan
bukan sanksi hukuman yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi
minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya
hukuman penjara sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam Pasal 285 KUHP tidak
ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan.38
Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa
perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada
unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam
melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka
perbuatan itu akan sulit terlaksana.
Pertama, tentang unsur “barang siapa”. Jika kita simak Pasal 2, 44, 45, 46, 48,
49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang
siapa” atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Kedua, unsur “dengan
38Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
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Kekerasan”.39 Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan
fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu
melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana
perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius,
menindih, memegang, melukai dan sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif
dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.40
Ketiga, unsur “ancaman kekerasan”. Ancaman kekerasan adalah serangan
psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan
pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang
menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti
kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakukan
dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan
melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.
Keempat, unsur “memaksa”. Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan
adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin
bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara
korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan
dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
Kelima, unsur “seorang wanita diluar perkawinan”. Dari adanya unsur ini
dapat disimpulkan bahwa :41
39 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT.
Refika Aditama,  2012),  h. 70.
40Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, h. 73.
41Abdul Rahman, Perempuan tanpa Diskriminasi (Makassar: Alauddin University Press), h.
36.
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a. perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
b. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki
terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan
nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita
terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk
berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.
c. tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang
terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada
perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal
dengan maritaal rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap
isterinya).
Keenam, unsur “bersetubuh”. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk
bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti
tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi
persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan
perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa
dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.
Penafsiran mengenai berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan,
bagaimanapun harus dikaitkan dengan tingkat dinamika dan kebermacaman tindak
kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat atau yang dilakukan oleh pelaku
kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada kekerasan yang masih dalam bentuk
konvensional, namun ada yang ditempuh dengan cara-cara yang modern dan
sistematik.42 Idealnya, tafsir atau interpretasi yuridis terhadap nasib korban kejahatan
42Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Cet.1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.
149-150.
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kekerasan seksual itu tidak boleh diabaikan dan dikalahkan oleh tafsir yuridis yang
dicondongkan untuk membela hak-hak asasi manusia pelakunya, sementara untuk hal
yang mendukung kepentingan korban kejahatan tidak mendapatkan prioritasnya.
Dengan demikian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami yang
menyebabkan isteri luka-luka bahkan cedera dan cacat apalagi meninggal dunia tidak
dibenarkan oleh hukum Islam. Bahkan Nabi saw mengecam suami yang memukul
isterinya melalui sabdanya:
 ُﻻﻮُﺳَر َﺐَﻄَﺧ َلَﺎﻗ َة ﻊْﻣَز ِﻦْ  ِ ا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ُ ا ﲆَﺻ ُِﰒ ﻦِﳱِﻓ َﻆَﻋََﻮﻓ َءﺎَﺴِّ ﻟا َﺮَﻛَذ ◌َ َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ  ُْﰼُﺪ َ  ُ ِ َْﳚ َمَﻻ ا َلَﺎﻗ
43 ِﻪِﻣَْﻮﯾ ِﺮِٓﺧ  ْﻦِﻣ ﺎَﻬُﻌِﺟﺎَُﻀﯾ ُ ََﻌﻟَو ِﺔَﻣ ْ ا َ ْ َ  َُﻪﺗ َﺮْﻣا
Artinya:
‘Dari Abdullah bin Zam’ah, bahwa Rasulullah saw berkhutbah lalu
beliau menyebut perempuan dengan berwasiat tentang mereka kemudian
bersabda: ”Sampai kapankah seseorang diantaramu mencambuk isterinya
seperti mencambuk budak wanita dan mungkin saja ia menggaulinya di akhir
(malam) harinya.
Dalam konteks ini pula sebagai manusia biasa, isteri-isteri Nabi saw juga
pernah berbuat salah dan menyakiti hati Nabi saw, seperti saat mereka menuntut
tambahan nafkah kepada Nabi saw. Namun ternyata Nabi saw tidak menanggapinya
dengan kekerasan. Bahkan Nabi saw dalam kehidupannya tidak pernah memukul dan
melakukan tindak kekerasan kepada para isterinya.44
Ini berarti, bahwa hukum Islam anti kekerasan dalam rumah tangga, baik
kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Selaras dengan uraian di atas, jika
43 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 145.
44Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Institusional Anak (Perspektif
Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam), h. 139.
94
isteri korban kekerasan fisik yang mengakibatkan korban cedera, cacat atau
meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan jarimah diyat, jika isteri cedera atau
luka dan jarimah qisas jika isteri meninggal dunia. Hukum Islam juga tidak
mentolerir kekerasan seksual. Karena Nabi saw tidak membenarkan suami melakukan
hubungan biologis dengan istrinya tanpa foreplay, sesuai isyarat hadis:
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ﻰﻠﻋ ﻢﻛﺪﺣأ ﻦﻐﻘﻳ ﻻ :َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو
(ﺪﲪا ﻩاور) مﻼﻜﻟاو ﺔﻨﺒﻘﻟﺎﺑ لﻮﺳر ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻦﻜﻴﻟ و ﺔﻤﻴﻬﺒﻟا ﻊﻘﺗ ﺎﻤﻛ ﻪﺗأﺮﻣا45
Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a (bahwa) Nabi saw bersabda: Janganlah salah
seorang di antaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah
terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan.’ (HR.
Ahmad).
Ini berarti berarti hukum Islam menolak kekerasan seksual dalam rumah
tangga yang dilakukan suami, misalnya menyetubuhi istri di saat tertidur, dipaksa
saat haid, nifas. Apalagi tindakan suami yang menjual isteri kepada orang lain atau
memaksa isteri menjadi pelacur untuk tujuan komersial, seperti kasus Yudhi yang
divonis satu tahun penjara karena menjual isterinya, Rini Sundari dengan tarif
minimal Rp. 300.000 sekali pakai. Hasil penjualan itu digunakan Yudhi untuk
berfoya-foya.46
45 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah:
Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009), h. 130
46Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
105.
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Sikap suami yang memaksa isteri melacurkan diri untuk tujuan komersil pada
hakekatnya telah menjurus kepada pemaksaan untuk berzina sekaligus perbudakan.
Padahal kedua-duanya sangat dilarang dalam Islam. Memperbudak seseorang
termasuk isteri sama artinya telah mematikan jiwanya. Walau pun ia masih bernyawa
dan beraktivitas namun pada hakekatnya ia telah mati, karena kebebasaannya telah
hilang. Sehingga kifarat dalam berbagai pelanggaran adalah pembebasan budak.
Karena itu dalam kasus pemaksaan suami terhadap untuk melacurkan diri untuk
tujuan komersial bia dikategorikan sebagai penjualan perempuan. Dalam konteks ini
menurut pendapat mazhab Zahiri, kasus pemerkosaan bisa diklasifikasikan pada
konsep hirabah karena pemerkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
bisa dikategorikan sebagai upaya membumihanguskan eksistensi khalifah fi al-ard.
Tegasnya menurut mereka, bahwa ”setiap orang yang menyerang, merampok,
merusak kehormatan orang lewat dan mengancam akan melukai, membunuh,
melecehkan adalah muharib.47 Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ahli
fiqh mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki. Mereka berpendapat, bahwa pelecehan
(kekerasan) seksual secara terang-terangan adalah hirābah. Dengan demikian dalam
pandangan mazhab Zahriah, Syafi’i dan Maliki, bahwa tindak kekerasan seksual
merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diidentikkan
dengan hirābah dan pelakunya harus dihukum berat. Hukum Islam juga sangat anti
kekerasan psikis dalam rumah tangga karena al-Qur’an mewajibkan suami bergaul
dengan isterinya secara baik (ihsan). Sehingga menceraikan isteri dalam kondisi haid
pun dilarang oleh hukum Islam. Karena secara psikologis, perempuan selama
menjalani haid umumnya mudah emosi. Perubahan kimia tubuh mereka turut
47Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.
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mempengaruhi sikapnya yang cenderung tidak menyenangkan suaminya. Artinya,
konflik yang terjadi selama isteri haid tidak layak dijadikan alasan untuk bercerai.
Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya
anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9:
71.
           …
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...48
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Rahmah, adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat
menyaksikkan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk
memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami
isteri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan
kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggunya.49
48Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291.
49Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 318.
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al-Qur’an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan karena
betapa pun hebatnya seseorang (suami dan isteri), pasti mempunyai kelemahan dan
betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya.
Ini berarti, hukum Islam telah memberikan perhatian serius terhadap penegakan
hukum kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya penegakan
hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka korban dapat
dilindungi. Penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera baik
kepada pelaku (suami) maupun orang lain dari tindak kekerasan dalam rumah
tangga.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok
permasalahan yang diangkat dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan
Terhadap Perempuan” maka penulis dapat menarik kesimpulan berikut:
1. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :
a. bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dilingkungan
rumah tangga.
1) Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT)
2) Pelanggaran hak-hak reproduksi.
3) Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT)
4) Inses (KDRT)
5) Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT)
6) Ingkar janji / kekerasan dalam pacaran.
7) Pemaksaan aborsi oleh pasangan.
8) Kejahatan perkawinan (poligami tanpa izin) atau
9) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
b. bentuk-bentuk kekerasan dalam hukum nasional
a) Serangan seksual;
b) Kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif
ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali;
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c) Pornografi;
d) tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang
sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci,
serta beberapa tindak kekerasan lainnya.
2. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum KUHP atau
hukum nasional yakni diharapkan:
a) Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di
dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk
mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ana, baik di
dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
c) Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam
mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
d) Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak;
e) Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.
3. Perlindungan kekerasan dalam hukum Islam yakni melalui hukum pidana
Islam dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum pidana
Islam dikenakan tindak pidana kisas dan diyat. Tindak pidana kisas dan diyat
adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau
anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Jarimah
kisas ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan
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tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah yang dimaksud individu di
sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui pemaafan
dengan ganti rugi karena hak kisas atau diyat merupakan hak pribadi korban,
maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan menurut hukum
Islam ditetapkan melalui sanksi hukuman yang telah diatur oleh syari’at,
seperti hukum rajam, cambuk 100 kali, dan hukum qishash, atau semua jenis
dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman neraka jahanam atau laknat
dan murka-Nya.
B. Implikasi Penelitian
Diharapkan kepada Pemerintah dan peran masyarakat agar membentuk
lembaga penyantum korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan
dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan
medis maupun psikologis. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih
memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam
pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi
perempuan dan anak-anak.
Upaya Perlindungan kekerasan terhadap perempuan menurut hukum Nasional
yakni melalui KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi
hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan
secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan.
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hukum Islam telah memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum
kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya penegakan hukum
terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka korban dapat dilindungi.
Penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada
pelaku (suami) maupun orang lain dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Islam
juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung
jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus
didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran
terhadap anak.
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